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Al DIMANAKAH KEHUTANAN
MASYARAKAT?

Daftar isi

Walian yang hingga sekarang masih sering didengung-
I undan bahkan disetujuisecaraluasbahwareformasitahun
il tembawa perubahan paradigma kebijakan termasuk
huitanan, menuju pada sebesar-besarnya kesejahteraan
i mantapnya kepercayaan tersebut hingga banyak pihak

L sebenarnya hal tersebut bukan pernyataan baru, tetapi

Il secara jelas dalam dasar konstitusi kita sejak republik
IR R

Pra Wacana

Sampai Dimanakah Kehutanan Masyarakat 1-5

Wacana Utama milkian, memang haruslah diakui sejak reformasi dan
4 Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 berbagai
0 peraturan perundangan baik baru ataupun revisi terkait
ik bentuk kehutanan masyarakat dihasilkan, seperti
Syarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
dan pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan
yang meski belum ada petunjuk teknisnya tetapi dalam
telah dijalankan. Pertanyaan yang relevan kemudian
i ana kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar telah bisa
A konstitusi, baik dari sisi capaian ataupun prosesnya?
wibelajaran apa yang dapat dipetik dari implementasinya
lant satu dasawarsa ini?. Hal itulah yang sepertinya juga

uk dilihat oleh dan/atau justru dari para penulis artikel
L journal kali ini,

Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyarakat - Perusahaan HTI
di Indonesia:

Studi Kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat 6-31

2 Hutan Adat:
Tersandera Politik Kehutanan  32-52

Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa:

Tafsir Setengah Hati Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi
Kementerian Kehutanan Rl ~ 53.78

4 Hutan Rakyat Di Indonesia

it ; A ditulis oleh Ani A, Nawir, yang menyoroti upaya
Tinjauan Aspek Sosial, Kebijakan dan Tenurial ~ 79.92 B sek ekonomi dan sosial dari po}lra k%nﬁuazn vang ith
g hinmpir duapuluh tahun antara perusahaan hutan tanaman
arabat di sekitarnya, Penulis mengambil dua manajemen yang
le juga berbeda) pada satu perusahaan yang sama yaitu

W s diSanggau (Kalimantan Barat). Berdasarkan observasidan
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analisis yang dilakukan secara periodik penulis menyimpulkan belw
hal bahwa perpaduan aspek sosial dan ekonomi sangat dimungki
dengan catatan bahwa modal sosial (dalam hal ini “kepercay
telah terbentuk. Tujuan ekonomi dapat mendorong masyarakat Iy
mempertahankan kemitraan, akan tetapi sangat diperlukan pi
transparansi guna memantau (mengevaluasi) adaptabilitas dal
menjamin kesinambungan kemitraan menghadapi dinamika sosial
ekonomi sendiri. Pandangan ini perlu digaris-bawahi paling tidak deny
mengambil pengalaman dari perkebunan sawit dengan pola kemilry
yang bila dibandingkan dengan sektor kehutanan telah berlangsung, el
lama dan lebih intensif, meski tentu memiliki spesifikasi tersendiri.

1] akomodasi aspirasi komunitas hukum adat dengan ety
mendasarkan pada Undang-Undang Kehutanan No. 41/199
pada dasarnya tetap merupakan ‘peluang yang tertutup’ bay
direalisasikannya tuntutan atas hak-hak historis mereka yang berbeli
dengan hak-hak pemanfaatan (dimensi ekonomi) saat ini; dan '

2] berbagai inisiatif yang dilakukan oleh beberapa daerah melaly
peraturan yang dikeluarkan guna mengakui keberadaan hutan adl
lebih bersifat politis-sosiologis, pada dasarnya seperti “jaminan yang
tidak pasti’ dikarenakan diyakini secara hierarkhi yuridisnya tidak
mungkin menentang atau mengalahkan peraturan-perundangan yang
lebih tinggi. Secara keseluruhan substansi dari artikel ini sebenarn
juga dapat digunakan sebagai dasar pertanyaan penting kita semua,
sampai kapankah persoalan Hutan Adat yang jelas-jelas diamanahkan
dalam Undang-Undang Kehutanan dapatdiselesaikan oleh Pemerintah
sebagai otoritas pengatur, sehingga dapat diimplementasikan
sebagaimana skema-skema kehutanan masyarakat lainnya.

Pada artikel ketiga, Hery Santoso mengupas sekaligus dua skema
andalan Pemerintah berkaitan dengan upaya pemberdayaan
masyarakat khususnya mereka yang di sekitar hutan alam yaitu Hutan
Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Dari hasil kajian kebijakan dan
pengalaman berdasarkan observasi/ pendampingan lapangan, kedua
skema tersebut di atas dipertimbangkan belum berkembang secara

SAMPAI DIMANAKAH KEHUTANAN MASYARAKAT?

T—

win/ belumberfungsinyainfrastrukturdalamimplementasi, dalam
W penilis mengemukakan peran kelembagaan kh_ususnya Kesatuafn
' {{uhmn [Hutan/KPH, pendampingan dan pembla}'faan, daJ_fl m_asﬂ'!
sbunnya kekurangharmonisan tata hubungan kega antar institusi
iy vertikal dan horisonal. Sebenarnya apa yang dlkemuk_akan olt-:a:h
qlis bisn merefleksikan befapa kehutanan ma‘syarakat di repul:‘)h.k
Bl benar-benar sebagai perubahan par.adl.gma dan pola pl.kll'
§ weluiruh parapihak kunci (tidak terkecuali di dalam Kementrian

Wi dari satu pihak atau satu kepentingan saja. Tarik ulur antara
il dan Daerah berkaitan tindakj lanjut kehutanan masyarakat,
W aln bukan sekedar keinginan saling mempertahankan ke.‘wenangan
il tetapi sekaligus juga saling m.elerlnpar. tanggung jawab atas
Ll kinan kesalahan yang sebenarnya tidak jelas konkritnya.

Siabhiir tetapi tidak kalah menariknya, adalah artikel yang ditulis l?l(-:‘.'i"’l
Sl Lrison dan Yulius Hero tentang Hutan Rakyat, hutan yang per~def1ms1.
il berada di atas lahan milik dan tidak pernah tertuang datanya_ di
Biyak buku statistik kita karena mungkin di;_)andang bukan bagian
Wi bagi kepentingan publik. Padahal ko?mbum hutjan ;akyat, E?alk d}s:ri
Wil sonial, ekonomi dan bahkan ekologi tidaklah kecil. Paling hdal( . ;
Wisebut dikupas dari tiga tinjauan yang dilakukan yaitu C[al.‘i sisi sosial,
“bebijakan dan tenurial. Dari aspek sosial, Hl_ltan Rakyat dluramﬁ
Wuimpu melibatkan dan bahkan memfungsikan peran ban.ya.. P
Wi masyarakat dikarenakan karakter fisik dan usaha yang dumhk_mya.
I hail wisi kebijakan, penulis berpandangan bahwa semenjak terbitnya

Wl hingpa sekarang dikarenakan berbagai faktor pv?ndukung -
iy ang sepertinyajustru tidak diperhatikan, a 1. terpentingadalah

Wilanan sendiri), namun masih dipandang sekedar mejadi “proyek

—m

Lndang-Undang Kehutanan No41/1999 memang dirasakan adanya =

fwibigai kebijakan pendukung yang bernuansa pada semakin luasmy‘a1
iang masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dan hasi

hutan, Bagian tinjauan ini mungkin saja akan membawa perdebatan

konsepsi, mengingat penulis menempatkan Hutan Rakyat dalam

perspektif yang lebih luas atau pada satu “kardus yang sama’, termasuk

keglatan pembinaan masyarakat desa sekitar hutan dan pemanfaatan

hutan negara. Tinjauan ketiga berkaitan dengan tenurial,. mengingat
acda keberagaman dari sistem penguasaan ds.m penggunaan yang c‘ialam
banyak kasus atau wilayah yang berbeda bisa dipandang sgbagal.atau
bukan sebagai pemilikan. Kondisi semakin kompleks dari .tah.un ke
tahun karena peningkatan populasi, pengguna lahan dan bahkan
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ik yang masih harus dipelajari. Kita tunggu saja artikel-
ihol berikutnya dalam journal ini pada edisi-edisi berikutnya.
Lt membaca dan semoga bermanfaat!,

arinda, 20 April 2011

serta upaya aktif Pemerintah Daerah dipandang sebagai s
mengatasi kecenderungan tersebut,

Dari artikel-artikel yang tersaji di atas maka dapat dikatak
bahwa meskipun dari sisi kebijakan kehutanan masyar
banyak hal yang telah berkembang ke arah positif dalam .
setengah dasawarsa terakhir sejak melewati reformasi dan ma wnstofa Agung Sardjono

era otonomi daerah, tetapi dalam capaian implementasiny. 4111 Hesar Kehutanan Masyarakat Fakultas Kehutanan Universitas
wlawarman/ Peneliti Senior Center for Social Forestry (CSF) /
Harus diakui bahwa merealisasikan kehutanan masyaraka i epala International Journal of Social Forestry.
tidaklah semudah menuliskan definisinya yang begitu ideal, aka
tetapi di sisi lain harus dikritisi juga terlalu lama waktu yan,
dibutuhkan terutama oleh Pemerintah dan juga kita semua untuk
merealisasikannya. Saya mengatakan kita semua, karena kalau
kita lihat bukan sekedar persoalan kebijakan, tetapi pemaha an
tentang kehutanan masyarakat tidak terkecuali dalam konteks
definisinya sendiri masih juga terjadi silang pandangan hingga
sekarang ini. Berdasarkan pengamatan pribadi hal tersebut bukan
hanya di dikalangan politisi dan praktisi, tetapi harus diak
juga di kalangan akademisi. Jika hal tersebut tidak dicarikan
solusinya, maka tidak akan ada kemajuan signifikan yang dapal §
diharapkan ke depan sekalipun, bahkan akan tergilas dengan §
inovasi bentuk-bentuk pemanfaatan lahan lainnya yang lebih
atraktif dan bermanfaat. '

Satucatatanyangingindisampaikandisinitetapi dipertimbangkan
bisa mendukung perbaikan ke depan, adalah hingga saatini fokus
pada aspek tingginya produktifitas (efisiensi ekonomi) dan/atau
paling jauh berkombinasi dengan adaptabilitas (integrasi ekologi)
sebagai implikasi paradigma konvensional dalam perumusan
kebijakan dan desain skema kehutanan masyarakat. Padahal ada
dua aspek pertimbangan lainnya yang tidak boleh dipisahkan
dan justru menjadi jaminan keberhasilan kehutanan masyarakat,
yaitu isu memeratakan manfaat di masyarakat (ekuitas sosial)
dan spesifikasi budaya setempat (identitas kultural) pada wilayah
Indonesia yang begitu luas,

Rupanya meskipun sudah memulainya cukup lama, jalan ke
depan  pengembangan  kehutanan masyarakat masih begitu
panjang disamping pengalaman yang kita jalani masih sangat




satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyarakat-Perusahaan HTI di Indonesia

PENDAHULUAN

dicanangkan di Indonesia pada tahun 1985 dengan tujuan untuk

memenuhi pasokan kayu industri pengolah bubur kayu dan kertas
thartodihardjo and Supriono, 2000; Muhtaman et al., 2000; Handadhari,
A1), Hutan tanaman yang telah berhasil dikembangkan sampai dengan
flitn: 2009, mencapai 4,4 juta hektar yang tersebar di 20 provinsi,
i jumlah ini hanya merupakan 52% dari luas areal definitif yang
disetujui oleh Departemen Kehutanan (Departemen Kehutanan, 2010).
Hethagai permasalahan yang menyebabkan lambatnya perkembangan
lilan tanaman di Indonesia antara lain karena adanya konflik sosial
likepanjangan dan  semakin kompleknya pengelolaan hutan di
linlonesia yang dipengaruhi berbagai faktor, dimana pengembangan
H11 diharapkan bisa secara dinamis menyesuaikan diri. Secara spesifik,
faktor-faktor tersebut antara lain (Muhtaman et al.,, 2000; Greenomics,
1M, Capistrano and Colfer, 2005; Safitri, 2006; MoFor, 2008; FAQ, 20009);

l)-'mhnngunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pertama kali

=T SATU DASAWARSA PERJALANAN
" KEMITRAAN MASYARAKAT -
PERUSAHAAN HTI DI INDONESIA:

Studi kasus Finnantara Intiga, Sanggau,
Kalimantan Barat

Ani Adiwinata Nawir

PhD Scholar, Australian National University (ANU), Canberra, Australia
(email: ani.adiwinata@anu.edu.au atau anawir@cgiar.org)
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Y * Dinamika dampak kebijakan otonomi daerah yang menciptakan
ABSTRACT

berbagai konflik  kepentingan antara prioritas pembangunan
pemerintah tingkat kabupaten dengan pemerintah pusat yang
menyebabkan aturan yang tumpang tindih dan membingungkan
pelaku di lapangan. Diperburuk dengan kelemahan data dasar (data
base) mengenai tata batas berbagai fungsi wilayah kehutanan dan

non-kehutanan

The development of industrial Jorestry plantations in Indonesia has been
hampered by prolonged social conflicts over forest resources since the
mid-1980s. The community-company partnership scheme, such as the
one implemented by Finnantara Intiga (FI), is considered an important
strategy for involving the surrounding communities directly in
developing industrial forestry plantations. The main benefits from this
partnership for communities include the recognition of their rights inside
concession areas. Company has also been benefiting from having a secure
wood supply for the processing industry. Nevertheless, challenges remain
to implementing this scheme, the most important of which is achieving
a balance between social and economic objectives by revitalising the
existing social capital through having an established good relationship
with the community,. Risky implementation of partnership scheme in
developing oil palm plantations supports the option for community to
involve more in partnership scheme in developing industrial forestry
plantation. Communities en gaged in the oil palm plantation partnership
scheme have experienced inevitable option for have to give away some
partial of their lands to the oil palm company.

* luntutan masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan secara lebih
produktif dan menguntungkan untuk jangka panjang berdasarkan
kepemilikan lahan yang jelas dan berorietasi ekonomi kerakyatan

* luntutan penggerak lingkungan konservasi hutan untuk
menghentikan pemanfaatan wilayah hutan untuk hutan tanaman
dan kelapa sawit

Kepentingan ekonomi komersial dari kalangan bisnis perkebunan
yang sangat berkepentingan untuk memanfaatkan lahan hutan,
seperti perusahaan kelapa sawit

Tuntutan dunia internasional melalui skema REDD (Reducing ‘4&\%
Emission from Deforestation and Forest Degradation) untuk S
mengurangi tingkat emisi karbon dengan menyelamatkan hutan

IUI{NAI KEHITTAR AR RT A OY7 A %% 2 v &



alam di Indonesia,

Pada tahun 1999/2000, munculnya inisiatif kemitraan perusahaan H
dengan masyarakat secara intensif disebabkan adanya tuntutan yan
merupakan akibat dari proses perubahan sosial politik di era pasci
reformasi. Perubahan ini mempengaruhi industri kehutanan untuk lebil
mempertimbangkan aspek-aspek sosial di dalam pengembangan d
pengelolaan HTI. Secara tidak langsung, kemitraan merupakan jalk
untuk kepastian pemasokan kayu pada perusahaan pengolah. Secar
nasional, pengembangan HTR (Hutan Tanaman Rakyat)!, khususny
pola kedua (Pola Kemitraan) dan pola ketiga (Pola Developer) diranc
dengan mengadopsi pengalaman beberapa perusahaan HPH (Hak
Pengusahaan Hutan) dan HTI dalam mengembangkan kemitraan (Nawis
and ComPForLink, 2007). Walaupun inisiatif kemitraan bermunculas
dan telah dilaksanakan selama hampir satu dasawarsa, menyatuk _
tujuan sosial dan ekonomi dengan tingkat prioritas yang sama masil
merupakan tantangan terbesar. Terutama agar tercapainya komitm
penuh dari peserta mitra, yaitu pemilik lahan atau penanam, dal
partisipasinya pada progam kemitraan untuk memproduksi kayu y
saling menguntungkan secara komersial dan sosial.

Untuk itu, pemikiran dasar untuk pembahasan dalam makalah
ini berdasarkan pendekatan pengembangan kemitraan yang saling
menguntungkan berdasarkan konsep pengelolaan kolaborasi (co
management) (Nawir et al., 2003; Nawir and Santoso, 2005). Komponen
utama dalam kemitraan yang saling menguntungkan antara lain:

* Kemitraan layak secara komersial dalam jangka panjang sesuai jangka
waktu kontrak;

Adanya perjanjian kontrak yang saling menguntungkan, dimana
penyusunannya berdasarkan perhitungan yang adil atas kontribusi
masing-masing pihak, dan terakomodasinya tujuan ekonomi dan
sosial kedua pihak yang bermitra. Kedua pihak juga mengerti
dengan jelas mengenai konsekuensi dan resiko dengan menanda
tangani kontrak kemitraan ini;

' Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (permenhut) No. P. 23/Menhut-II/ 2007 mengenai
‘Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman
Rakyat dalam Hutan Tanaman’,

? Prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan selengkapnya bisa ditemukan pada
CIFOR Working Paper No. 26 (Nawir ef. al., 2003). Prinsip-prinsip ini meliputi aspek sosial,

ekonomi, pengelolaan, ekologi dan kebijakan. Pada makalah ini pembahasan di fokuskan
pada aspek sosial dan ekonomi.

N—— —

¢ Proses untuk mencapai tujuan bersama di dalam kemitraan sejalan

diiian konsep pengelolaan kolaborasi dan prinsip partisipasi.

Uengan fokus utama pada pembahasan aspek sosial dan ekonomi dari
Luiiitraan, tulisan dalam makalah ini bertujuan untuk menganalisa
prtkembangan pelaksanaan kemitraan khususnya di Finnantara Intiga
(1) yvang telah mengalami beberapa perubahan. Adapun perubahan
iwbut terutama adanya pergantian pengelolaan dari perusahaan
tidahulu, yaitu dari Stora Enso ke perusahaan pengelola saat ini,

tlibal Forest/GF (Sinar Mas Forestry), yang membeli FI dari Stora
it tahun 2004. Stora Enso merupakan perusahaan multi-nasional
iy berbasis di Finlandia dengan berbagai lokasi hutan tanaman yang
lisebar, antara lain di Cina. Pembahasan berdasarkan pengamatan

pettama yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2000° diban@ingkaq
deiian penelitian kedua yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi
iy sama di Kabupaten Sanggau?, Kalimantan Barat, yang nwrupnlx;m
Bagian dari wilayah konsesi FI. Penelitian difokuskan di empat lokasi
vang dipilih untuk mewakili karakteristik pengelolaan yang hvrhmlln,
yuitu: Mengkiang, Tokang Sekayam, Layak Omang dan Beringin Maju.
“wlain masyarakat, penelitian ini juga melibatkan staf perusahaan dan
borbagai I-\L-.lompok masyarakat, antara lain: kepala desa dan dusun,
manyarakat sebagai pekerja kontrak/kontraktor, staf dinas kehutanan
i L5SM. Total jumlah orang yang diwawancara adalah 79 orang pada
tuhun 2000 dan 87 orang pada tahun 2009.

Balam makalah ini, pelaksanaan kemitraan juga dibandingkan
dengan skema kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan kelapa
awit berdasarkan studi literatur. Pengembangan kemitraan HTI bisa
menpambil pembelajaran yang ada dalam pelaksanaan kemitraan
Awil, karena komoditi sawit saat ini merupakan pesaing utama dalam

engembangan di lapangan.

Ierangka pembahasan dalam makalah ini dibagi berdasarkan beberapa
bagian. Pertama, makalah akan membahas motivasi perusahaan dalam
mengembangkan kemitraan dan motivasi peserta mitra sehingga
tertarik untuk bergabung dengan kemitraan. Kedua, pembahasan akan
difokuskan pada skema kemitraan FI dan pelaksanaannya, termasuk
mendiskusikan pembelajaran penting dari pengembangan kemitraan

Hasil penelitian selengkapnya bisa ditemukan pada CIFOR Working Paper No. 26

(Nawir et. al., 2003) .
"Untuk penelitian di wilayah kerja FI di Kabupaten Sintang lihat Schneck, J. (2009)

AT
E ¥,y'{‘ !
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yang telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun. Ketiga, makalah i
membahas model kemitraan pada pengembangan kelapa sawit dal
pembelajaran apa yang bisa diambil sebagai bahan evaluasi unt

pengembangan HTI kemitraan, Bagian terakhir dari makalah ini adalal
kesimpulan dan rekomendasi,
F

MOTIVASI PESERTA MITRA DAN PERUSAHAAN

Ada pergeseran motivasi perusahaan FI dalam mengembangka
kemitraan dibawah pengelolaan dua perusahaan yang berbeda, da
pengelolaan yang lebih bermotivasi sosial ke pengelolaan denga
motivasi ekonomi berdasarkan sistem target produksi yang lebi
ketat. Pergeseran motivasi juga terjadi di kalangan peserta mitra yan

didasarkan pengalaman mereka setelah menerima hasil panen rotas
pertama.

Stora Enso mengembangkan Program HTI Terpadu yang dimulai
pada tahun 1995 untuk jangka waktu kontrak kerjasama selam

45 tahun. Program HTI terpadu bertujuan untuk mengembangka
HTI dan program pengembangan masyarakat sehingga pengelolaa
hutan tanaman bisa berkelanjutan dalam jangka panjang (Fikar, 2003),
Kemitraan merupakan pendekatan utama yang dilakukan perusahaan
FI dalam mengembangkan HTI di semua wilayah konsesi, karena
perusahaan tidak mempunyai alokasi lahan untuk pengembang
HTI murni, kecuali lokasi plot percobaan. Motivasi lain adalah sebagal
bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat di dalam hutan, disamping
pemanfaatan kawasan bekas tebangan perusahaan sebelumnya, yaitu
Inhutani III. Secara umum Stora Enso sebagai pemegang saham utama
di FI juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan
dengan memenuhi tanggung jawab sosial untuk perbaikan pengelolaan
di negara hutan tropis seperti Indonesia (Nawir et al., 2003)

Ada pergeseran motivasi perusahaan FI dalam mengembangkan:

kemitraan dibawah GF. Seperti halnya perusahaan HTI lain yang
telah mengembangkan program kemitraan, motivasi utama adalah
kepastian pasokan bahan baku kayu untuk industri pengolah dengan
meneruskan program kemitraan yang telah dirintis sebelumnya.
Salah satunya adalah dengan melanjutan sistim pengakuan hak-hak
masyarakat peserta mitra terhadap sumberdaya hutan, disamping
menekankan tercapainya tujuan kelayakan usaha jangka panjang.

L demikian, adanya perbedaan motivasi antara dua ]'r’vru.walumn
Wl empengaruhi bentuk program yang Llikl_‘l]]l’h!ll};lki!II di Inpangan
Lang bemudian mempengaruhi persepsi dan. komitmen peserta mitra
Ailuin menanggapi perubahan program kemitraan yang ada.

Pals awal program kemitraan, motivasi utama masyarakat yang
filibnl sebagai peserta mitra antara lain, untuk memanfalatkan lahan
Wilie sehingga bisa memperoleh tambahan pen_dapatan di masa yang
sl datang sebagai salah satu bentuk strategi rumah tangga untuk
wieibing (Nawir et al., 2003). Disamping itu, masyarakat terte'mk untuk
aianfantkan dana sosial dan fasilitas kredit pertanian yang ditawarkan
perisahaan (Nawir et al., 2003). Ada tiga kelompok masyarakat yang
foilibat dalam kemitraan, yaitu: masyarakat Dayak, Dayak-Me!ayu, da'm
peidatang suku Jawa dan Sunda yang telah menetap sejak sekitar 10-15
Ll yang lalu. Masyarakat lokal, khusunya Dayak dan Dayak-Mclnyuf
W punyai pengalaman buruk denganperusahaar!-perusahazm konsesi
whwlum FI di lokasi yang sama, sehingga meyakinkan mereka untuk
iwilibnt merupakan tantangan yang cukup berat Ipada szml program
Luinitraan baru diperkenalkan dan proses akuisisi lahan (Fikar, 2003;
BMawir ef al., 2003).

Mumasuki rotasi kedua ada pergeseran motivasi dan I'I'lil‘li.ll L.ii‘ll'i
unyarakat peserta mitra yang dipengaruhi oleh hasil yang diterima
darl bagi hasil panen kayu rotasi pertama. Masyf‘trakat yang merasa
diuntungkan berminat untuk meneruskan kemitraan 1untuk 1'nta.~.f
Liliin, misalnya di Mengkiang dan Tokang Sekay.am: Sedangkan di
L ulangan masyarakat suku Jawa dan Sunda di Beringin Jaya, peserta
imilra banyak yang kecewa dengan bagi hasil panen pertama dan tidak
Cabin akan keikut-sertaan mereka selanjutnya. Ditambah pula d@gan
Autupnya divisi pembibitan yang berlokasi di desa mereka, sehpgga
banyak warga desa yang kehilangan pekerjaannya. Namun demikian,
Jiln beberapa lokasi baru (misalnya masyarakat di Layak Oma?ng yang
iiempunyai lahan di Serumbak), dimana masyarakat.tertarlk untuk
it kemitraan lebih tertarik karena insentif yang ditawarkan dan
losempatan untuk bekerja di perusahaan.

SKEMA KEMITRAAN FI DAN PELAKSANAANNYA

Dengan wilayah kerja konsesi seluas 388 ribu ha, FI saat ini
mengembangkan HTT melalui program kemitraan yang mengacu pada



skema program kemitraan Vi

sudah dijalankan sebelumnya ol
Stora Enso. Saal mengembanyg

an kemitraan dalam menaman akag
pada awalnya kurang menarik minat Mmasyarakat sehingga berba
paket insentif dikembangkan sebagai bagian dari program kemitraay
yang ditawarkan kepada masyarakat. Di bawah GF, ada bebera
perubahan yang diterapkan, terutama yang menyangkut skema insentf
Perubahan ini sejalan dengan tujuan pengelolaan GF untuk lebj
mengefisienkan pengelolaan HTI kemitraan agar lebih menguntungkay
secara ekonomi dengan pencapaian target produksi yang lebih tinggi (
juta ton per tahun) dan target penanaman 20.000-30,.000 ha per tahu
(Schneck, 2009).

Pada saat penelitian dilakukan, total pasokan bahan baku akasia bar
mencapai 500-600 ribu per tahun dan bila ta rget satu juta ton per tahu
sudah tercapai, direncanakan pabrik pengolahan bubur kertas ba

akan dibangun di dekat lokasi konsesi HTI (informasi staf perusahaan,
15/01/2009). Target ini cukup tinggi mengingat sebelum diambil
alih oleh GF, pencapaian areal tanam hanya mencapai sekitar 36 ribu.
sampai dengan tahun 2004 karena proses akuisasi lahan masyarakat dj’
dalam areal konsesi yang cukup memakan waktu, antara lain untuk
proses sosialisasi, penentuan tata batas dan negosiasi dengan anggota

masyarakat calon peserta mitra (Fikar, 2003; Nawir et al., 2003; Schneck,
2009).

Skema kemitraan FI dan perubahannya

Alokasi penggunaan lahan kemitraan tidak mengalami perubahan
dibawah pengelolaan GF, dimana 95 persenluasanareal yang dimitrakan
digunakan untuk tanaman Acacia, sedangkan 5 persen digunakan untuk
tanaman karet unggul. Pada skema kemitraan paska Stora Enso, insentif
juga diberlakukan untuk lokasi-lokasi kemitraan yang baru, hanya -
saja nilainya diturunkan dari Rp 40.000,- menjadi hanya Rp 10.000,-
per ha tanam (Tabel 1). Sedangkan dana pembangunan infrastruktur,
khususnya jalan dinaikkan dari Rp 20.000,- menjadi Rp 50.000,- per ha
tanam. Dana insentif untuk mengadakan upacara sebelum pembukaan
lahan masih tetap dipertahankan oleh FI sampai saat ini dengan jumlah
yang lebih besar menjadi Rp 1.500.000,- per kampung dan kontribusi ini
sangat dihargai oleh masyarakat.

Beberapa insentif yang dihilangkan antara lain, bantuan bibjt karet

—

gl ditindakan dan digantikan dengan insentif Eunni svblusar I'{p
SN, - per ha areal yang dimitrakan: I’.er.usu]man Fl n'u'.n)gl“tar(:lltnFan
Wt sentif ini dipakai untuk membeli L?Jll?lt karet unggul. I 'cha s ei(ma
beiitiann awal dibawah Stora Enso, bibit karet un.ggul dlhal.‘ap an
B menjadi tumpuan penghidupan selama akasia yang ditanam
Bl dipanen. Hasil diskusi dengan tokoh dan masyarakat pef?'ertla:
it pacda kunjungan terakhir, ternyata ptac.ia umumnya mereka'tlda

Binalkan vang ini untuk membeli bibit karet unggul, melainkan
itk kebutuhan sehari-hari. Bila masyarak_at a'lklan menaman karet,
Wieka menyatakan bahwa akan mengambil bibit karet hutan yang

Ly ik tersebar di kebun karet yang ada di sekitar desa mereka.

il awal kemitraan dimulai tahun 1996, masyarakat peserta
il diorganisir melalui Kelompok Usaha Bersajzna (KUB) yang juga
Wiipakan sarana untuk melaksanakan berba_gaj.p'rc‘)gr‘qm ‘pt.‘!ﬂl'l]‘lalb‘l
i lapangan (Fikar, 2003). Namun demikian, sejak inisiatif ini dmmlfn,
(eliksanaannya terhambat oleh kurangnya kemampuan anggota peserta
it untuk |{1L*11jalank2111 fungsi organisasi (Tim DIMAS, 2000; Nawir ¢
i 003%), Program kemitraan saat ini tidak mengandalkan KU‘B karvn.l‘
Sl tidak aktif lagi. Koordinasi kegiatan di lapangan sebagian h.t‘.Hill
dilikikan melalui kepala desa, dan terutama kepala dusun. l;)ellga?.n t1da]§
abiiinya KUB, kegiatan simpan pinjam sudah ’fidak ada lagi. Bagian C]’Elj_l
juiket insentif kemitraan yang juga telah dihilangkan .ad_alah }?rogmn[:
apiutorestri yang dulu dikembangkan dengan pemberian k.l'Cdlt untu ‘
winbangunan 5 halahan padi kering per dusun darE program intensifikasi
wliin sawah 2 ha per dusun dengan bantuan biaya total gebesar.Rp
0.000,-. Social weeding® juga ditiadakan, dan intensifikasi pemeliharaan juga
Aikiirangt dari tiga kali menjadi satu kali saja.

3 7 AT 3 . nse imana
Program soctal weeding dilakukan pada saat pengelolaan FI di bawah Stora I,nI:n, dnmlui\
i k X ) H H " ¥ 1 T - - 1k
i merupakan  tambahan  kegiatan untuk pemeliharaan  yvang :I|I.||\.~.an;1 ’;:I}{‘I.n untt
mengakomodasi permintaan masyarakat akan tambahan pelerjaan (Nawir ef, al., 2003)
) b

oy H agud e
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Tabel 1. Perbandingan insentif pada pola kemitraan lama dan baru

—

Jenis insentif

1. Insentif lahan
untuk lokasi
kemitraan baru
2. Dana
pembangunan
infrastruktur

3. Pembentukan
lembaga
masyarakat

w—'——""—‘""‘“'

tabian adalah pihak yang menanggung semua biaya peng.elolaan
11 barena itu perhitungan royalty didasarkan pada perhitungan

I'ola kemitraan lama
(1995-2004)

Rp 40.000,- per ha tanam

Rp 20.000,- per ha tanam

Pembentukan Kelompok
Usaha Bersama (KUB).
Kepala desa atau kepala
dusun membantu
koordinasi di lapangan
dengan insentif tertentu

Pola kemitraan baru

Wbspitan bersih penjualan kayu setelah dikurangi biaya-biaya yang
(2004 - saat ini ) m

janji i - ngan
Al ikeluarkan perusahaan. Perjanjian pembagian keuntunge

Wikl peserta mitra berdasarkan royalty yang dibayarkan untuk 10

Rp 10.000,- per ha Lo poporsi volume kayu yang dipanen, sementara 90 persen dari

tanam

Wl vuluime kayu panen untuk perusahaan. Untu;k 10 persen yang

Wil bagian yang diterima masyarakat peserta mitra, pada avlval’:né/a
:<p <l e b r&a.nm A toyally minimum yang dijamin oleh perusahaan adalah Rp
anam H

i > hun 2008 dan setelahnya,
S per kubik, Untuk penanaman baru tahur :
sl royalty ini dinaikkan oleh GF menjadi Rp 15.000,- Per kubik
A dilakkan pembayaran dimuka royalty Rp 500.000,- per ha.

Kepala desa atau
kepala dusun
membantu koordinasi
di lapangan dan
keberlanjutan
penyediaan insentif
belum pasti

Wi bertahap, perusahaan melakukan perubahan pen’1belian da?‘:
St bubilkasi ke ke sistim tonase. Pengukuran dengan 51st.(‘!?1 lt)ll'l.ht
B dilakukan di log pond (atau di pabrik untuk kasus di Sumatra)

4. Dana insentif
untuk
mengadakan
upacara sebelum

| pembukaan lahan

Rp 500.000,- per
kelompok (belum
termasuk dana sosial
lainnya)

Ui il perhitungannya lebih tepat bila dlibandil_lgkan L1011;.;¢[1|’1.§|.|*«':::|
bbb st yang pengukurannya dilakukan di lf)ka.sa tebang, | !._1 ‘IIII.(I . |l:
Wenpintungkan perusahaan dan tidak menjadi masalah bagi P.t 50 ’lk‘
Wil selama harga pembelian disesuaikan, karena secara umum angka

Rp 1.500.000,- per
kampung (belum
termasuk dana sosial
lainnya)

5. Program
agroforestri

Pemberian kredit untuk
pembangunan 5 ha per
dusun untuk lahan padi
kering *

bt dari satu kubik adalah 0.85 ton. Lebih penting lagi, perubahan

Tidak ada lag o il ik omunikasikan secara transparan untuk memperoleh persetu]ugn
pertisaiEgs, fap1 Wy arakat peserta mitra untuk mencegah kemungkinan konﬂ:?(.
?21?1?522?&15;;%8 Fiison pengukuran dengan sistem tonase juga memakaffzt? ]Ii‘fl::}l
sari padi ladang di L, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui secara langsung has

witiikuran setelah penebangan dilakukan dan bisa menimbulkan
rennhian yang memicu konflik.

lokasi penanaman
akasia selama dua
tahun pertama.

6. Program

Pengembangan 2 ha per

Pembelajaran penting dari pengembangan kemitraan di FI selama

intensifikasi g.‘”““ dsnga“Rba“mm‘ Tidak ada Ikl dari 10 tahun |
Il s Zlggg ggotfsar 3 uibelajaran penting akan didiskusikan pada baglacril mtl c:engzﬂ
=R : : i ntan
7. Program simpan | Dikelola oleh Kelompok | Tidak ada kegiatan (ks antara lain, manfaat Flarl pelaks[anaan kem;{t;?eillr:i b?:a Zijadiﬁan
pinjam Usaha Bersama simpan pinjam iaipun permasalahan hasil temuan apangan. N i
Catat wuan untuk bahan evaluasi dan perbaikan agar kemitraan g
da dn:

a. Berdasarkan pada asumsi hasil beras
keluarga dan apabila hasil panen sama at
yang yang diterima harus dikemb
kurang dari 700 kg, hanya 50%

terakhir dilakukan (2009).

yang dipanen 700 kg/hektar/
au lebih dari 700 kg, 100% kredit
alikan ke perusahaan, dan jika hasilnya
dari kredit yang harus dikembalikan

b. Informasi ini berdasarkan pengamatan pada saat penelitian lapangan

mwnguntungkan kedua pihak yang bermitra.

Manfaat dan dampak pengembangan kemitraan

' irasaki rusahaan adalah  kepastian
Manfaat langsung yang dirasakan perusaha | l; il
pasokan bahan baku untuk industri pengolahnya danadanya hubung:

L LEASRAWATSA FOTRLEATEATT IVETTTEE AT VRS Yl R al = el WSl LD PR BRI AR
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baik yang terjalin dengan masyarakat setempat. Perusahaan bif
mengamankan investast jangka panjang dengan meminimalkan resil
konflik sosial. Hal ini terjadi antara lain dengan adanya pengaku
berbagai kategori hak-hak masyarakat atas tanah, walaupun di dala
wilayah konsesi HTIL lahan komunal yang dimiliki desa, tanah dengg
bukti kepemilikan SK'T (Sural Keterangan Tanah) dan SPH (Sud
Pengakuan Hak).

Adanya kemitraan telah menyadarkan sebagian besar masyaraki
mengenai status hutan negara yang tidak bisa di konversi, misalnyj
menjadi perkebunan sawit. Dibawah GF, pembelajaran menge
status kawasan ini lebih ditekankan. Kesadaran akan bahaya kebakaral
hutan juga sangat meningkat (berikan penjelasan lanjut ttg peningkata
kesadaran ini: bagaimana mengetahuinya? Adakah data kuantitatifnya
Misal naik brp persen?) dan partisipasi dalam pencegahan kebakard
hutan bisa diandalkan karena menyangkut kepentingan bagi hasil da
tanaman akasia yang dimitrakan. Hal ini berdasarkan hasil diskusl
kelompok dan wawancara mendalam dengan peserta mitra padd
kunjungan terakhir dibandingkan dengan pengamatan pada saal
kemitraan baru dilaksanakan di awal tahun 2000 di desa yang sama
Secara tidak langsung, pemerintah setempat juga merasakan manfaa
dari program kemitraan, yaitu dengan adanya penerimaan daera
dari PBB dan insentif lainnya, dan pemanfaatan lahan tidak produktif]
Pemerintah pusat memperoleh manfaat dengan adanya penerimaan
dari pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp
2.450,- per ton. Uraian manfaat dan dampak pengembangan kemitraan

untuk perusahaan, masyarakat peserta dan non-peserta bisa dilihal
Kotak 1.

Kotak 1. Manfaat dan tantangan setelah lebih dari satu dasawarsa

pelaksanaan kemitraan oleh Finnantara Intiga di Kabupaten
Sanggau

Manfaat bagi perusahaan:

¢ Kepastian pasokan bahan baku untuk industri pengolahnya
* Hubungan baik yang terjalin dengan masyarakat setempat dan
meminimalkan resiko konflik sosial

* Mengurangi resiko konversi hutan negara menjadi perkebunan sawit
oleh masyarakat

* Pencegahan bahaya kebakaran hutan secara partisipatif.

Lt biagyt masyarakat peserta mitra:

b an hak-hak masyarakat atas tanah di dalam wilayah konsesi
1

piertia manfaat dari berbagai insentif :

it imaan bagi hasil dari penanaman akasia yang merupakan
Wiveatani perusahaan dan dipelihara bersama-sama dengan peserta

R |
b osenipatan untuk memperoleh pengetahuan untuk menanam tanaman

bd\’n akasia, ;

it biagii masyarakat luas: |
I eueimpatan kerja yang tidak dimanfaatkan oleh peserta mitra, misalnya
Wbt kontraktor tanam, tebang dan transportasi e

~ Juiluilanya kesempatan ekonomi karena pembangunan fasilitas jalan
Muraniaatkan lahan kemitraan selama dua tahun pertama untuk
bojiatan tumpangsari.

Pl peserta mitra maupun anggota masyarakat lain sudah merasakan

Wiilaal dari pengembangan kemitraan. Namun demikian, secara
Lualitas manfaat ini belum merata dan masih banyak yang harus
Aipeihniki dalam pelaksanaan kemitraan yang ada, terutama dn-np,fm
“lili melakukan evaluasi dan pembelajaran bersama-sama dengan

Sy arakat, karena kesuksesan pelaksanaannya perlu dukungan %l'ari
Wiy arakat secara luas. Mengaktifkan kembali kelompok peserta mitra,
Ll dalam bentuk kelompok tani hutan atau lainn}ta akan sa.ngaﬂ
Webantu dalam proses pembelajaran dan menjalin komunikasi
St teratuar.

Lmping paket insentif yang diberikan, masyarakat memperoleh
| wmpatan kerja sebagai buruh tanam, pemeliharaan tdan panen.
Il umumnya, kesempatan kerja ini dimanfaatkan oleh ‘kontraktor’.
| untraktor adalah anggota masyarakat baik peserta maupun bukan
pwserta mitra. Kontraktor ini biasanya yang mempunyal.modal cukup
Witk membiayai pembayaran dimuka kebutuha'n pekerja, karena ada
Wwnppang waktu antara selesainya tahap perkerjaan dan pembaya'rar!
uluh perusahaan. Kontraktor mempersiapkan beberapa orang sebagai
mppota tim pekerja baik peserta mitra atau bukan. Khususnya untqk
panen yang memerlukan keahlian khusus, modn.l yang dlvkelu.a.rkam lebih
Lesar untuk pembayaran dimuka calon anggota tim pLTI\'l'I']'CI. karena waktu.
Lorfa yang lebih lama dan perlu uang yang In('[?l.lddl m'nuk nwncukupl
Lebutuhan keluarga selama ditinggalkan. Secara tidak langsung,

Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan VMasyarakal=reiisalidait Tha il s
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kontraktor mempunyal peran yang cukup signifikan dalam kelancary
pelaksanaan kemitrann i lapangan. Setelah pekerjaan selesai, bila ad
keterlambatan pembayaran darl perusahaan, kontraktor harus menuty
dulu pembayaran upah kepada pekerjanya. Secara umum, kontraki
mengambil fee 5% dari total nilai pekerjaan yang diselesaikan, sebeluy
dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerjany,
Dibawah pengelolaan GF, ada ke enderungan prosedur administrasi ¢
FI menjadi semakin panjang dan rumit, sehingga beberapa kontraktg
menyerah untuk meneruskan pekerjaannya karena keterbatasa
modal untuk menutupi pembayaran tersebut. Hal ini bisa beresikg
berkurangnya jumlah kontraktor yang sudah berpengalaman dalan
melakukan pekerjaan tanam dan panen.

Memanfaatkan modal sosial (social capital) yang telah ada dalan
memastikan tujuan sosial dan ekonomi bisa tercapai

Proses sosialisasi dan akuisisi lahan yang merupakan porsi pekerjaaf
terbesar dalam pengembangan kemitraan yang telah ditangani denga
baik oleh manajemen FI dibawah Stora Enso, seharusnya diteruska
sehingga pelaksanaan program di lapangan menjadi lebih mudah
karena sudah ada hubungan yang terjalin dengan baik dan hal ini dapat
menjadi modal sosial (social capital) yang sangat berharga. Walaupu
ada beberapa kecewaan yang dirasakan oleh peserta mitra, misal ada
masyarakat yang kecewa dengan penerimaan dari rotasi pertama
yang masih dibawah harapan mereka ditambah dengan insentif yang
berkurang, namun secara umum komitmen peserta mitra dan harapan
mereka masih tinggi. Uraian pada Kotak 2 menerangkan lebih jauh
tiga hal penting yang merupakan tantangan bagi perusahaan dal
memastikan kemitraan yang saling menguntungkan.

Seperti telah disebutkan di bagian pendahuluan, kemitraan perusahaar
dan masyarakat harus layak secara ekonomi untuk diusahakan dalam’
jangka panjang. Hal ini penting untuk menjamin  keberlangsungan
manfaat ekonomi untuk perusahaan dan masyarakat peserta mitra selama
kemitraan dijalankan. Merujuk kepada studi terdahulu, analisa kelayakan
program kemitraan pada tahun 2000 menunjukan bahwa program
yang dijalankan FI memang tidak layak karena lebih mementingkan
tujuan sosial (Nawir ef al., 2003). GF menawarkan nilai tambah dengan
adanya kepastian pasar bagi program kemitraan FL. Hal inj sebelumnya
menjadi faktor penentu utama yang tidak dipertimbangkan dalam
skema kemitraan FI dibawan Stora Fnso, dimana hal ini sangat penting

Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyaralat Perusahaan HT'T di Indonesia

Bkl 2 Tantangan bagi perusahaan untuk keberlanjutan kemitraan yang
' saling menguntungkan

iy hal yang penting dalam menjamin keberlanjutan kemitraan, yaitu:

b laine

4 Memastikan transisi yang bertahap dari kemitraan denga.n prioriFas

Hijuan sosial ke kemitraan yang lebih seimbang antara tujuan §051al

I’ i clkonomi yang bisa serta saling menguntungkan kedua pihak

 yang bermitra i :

+ Aemastikan manfaat yang dirasakan peserta lebih merata secara

~ Lualitas dengan selalu melakukan evaluasi dan pembelajaran
Borsama-sama dengan masyarakat L

+ AMoembina hubungan baik dan komunikasi yang suFlah d§m151a51
denpan baik sebelumnya sebagai modal sosial (social capi tal) yan & il
berharga. Salah satunya cara adalah dengan memastlk.'fm komunikasi
Vany transparan mengenai perubahan-perubahan k.ebl]akan
perisahaan yang mempengaruhi pelaksanaan kemitraan.

(heiudian) dalam memastikan kemitraan yang saling menguntungkan
Al jangka panjang (Nawir ef al., 2003).

I'ransisi dari pengelolaan awal yang sepenuhnya b(—]l‘l‘UjU'{ll.} sosial ke
fijuan vang lebih seimbang antara tujuan sosial dan ekonomi memang
bt dilakukan oleh FI. Namun hal ini harus dilakukan secara
Littahap dan dibarengi dengan pemberian informasi yang transparan
Lipada masyarakat dengan melibatkan mereka secara .]angsung.
Fiogram ini penting untuk dilakukan karena kenyataan di _I.apangan
wly perbedaan citra perusahaan dikalanganbmasyarakat. Sebaglan
munyarakat berpendapat bahwa saat ini, sepertinya perusahaan menjauh
dirt masyarakat. Memastikan dukungan penuh dari masyarakat akal"!

Aipal penting dimana perusahaan saat ini .sedan.g berusaha mencapai
et produksi yang cukup tinggi dibandingkan sebelumya.
Dalim masa transisi, menentukan target produksi yang meningkat
scarn bertahap akan lebih realistis. Hal ini bi:f.a dilakulfan der?gan
ltategi pelaksanaan di lapangan yang lebih jelas, sehingga tidak
wembingungkan masyarakat peserta mitra atas perubaha.n-perul.)ai"lan.
vang terjadi, misalnya, frekuensi pmnulihur;mnﬂ yang dikurangi d'aljl
tpa kali hanya menjadi satu kali agar lebih efisien secara ekonomi.
Slrategt pelaksanaan di lapangan yang lebih jelas dan ]‘!l‘l'lll_‘hlllnll .‘-‘-t‘t_".{llji.]
bertnhap sangat penting untuk menghindari Ivk.m'ml vang tidak realistis
paca staf perusahaan di lapangan yang mempunyai beban berat untuk

—
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memastikan tercapainya target produksi, sehingga membuat janji-jan
yang tidak realistis chan tidlak sesuai dengan kebijakan perusahaan.,

Sistem bagi hasil yang lebih dinamis dan adaptif dengan
perkembangan ekonomi

Masukan dari sebagian besar peserta mengenai bagi hasil yang kuran
seimbang dan dibawah harapan masyarakat bisa dijadikan bahal
evaluasi perusahaan untul memperbaiki sistem bagi hasil yang ad|
berdasarkan perhitungan yang lebih transparan. Pada saat royal !
ditentukan oleh FI (Stora Enso) tahun 1995/1996 pada tingkat harga R
7.500,- per kubik, ini adalah tingkat harga minimum yang dijamin olel
perusahaan (Fikar, 2003; Nawir ¢f al., 2003). Pada tahun 2003 /2004, padi
saat panen pertama dilakukan, seharusnya tingkat harga ini dievaluag
kelayakannya, apalagi mengingat proporsi bagi hasil yang 90:10
dimana peserta mitra hanya memperoleh bagian 10 persen dari total
volume kayu yang dipanen. Dengan perkiraan rata-rata lahan yang
dimitrakan adalah 3.40 ha per rumah tangga, dengan tingkat produks|
rata-rata 75-150 kubik per ha, maka pendapatan yang diperoleh adalal
sekitar Rp 1 juta per rumah tangga (Nawir ef al,, 2003). Nilai ini tidak
akan banyak bernilai setelah lebih dari 10 tahun, mengingat rata-rata
tingkat inflasi di Indonesia per tahun untuk periode 1995-2009 adalah
12,68 persen per tahun yang menyebabkan harga barang-barang
ekonomi rumah tangga meningkat terus (IMF, 2010).

Merujuk pada sistem bagi hasil program kemitraan untuk HRPK
(Hutan Rakyat Pola Kemitraan) yang dikembangkan oleh W
(Wirakarya Sakti) di Jambi, fee untuk bagi hasil sudah mengalami dua
kali perubahan sejak tahun 1996 (Tabel 2) (WKS, 2008). Berdasarkan
ketentuan tahun 2008 di WKS, fee adalah Rp 50.000,- per ton (sekitar Rp
58.000,- per kubik) untuk jarak dibawah 100 km dari pabrik pengolah
dan Rp 30.000,- per ton (sekitar Rp 35.000,- per kubik) untuk lok
diatas 150 km (WKS, 2009). Fee ini dikalikan dengan total jumla
volume yang dipanen dan berdasarkan kebijaksanaan baru perusahaan
untuk panen dari rotasi selanjutanya dan penanaman baru, akan ada
insentif tambahan bagi yang bisa mencapai tingkat produktivitas 150/
kubik per ha. BERAPA INSENTIF TAMBAHANNYA? DAN APAKAH
ADA MASYARAKAT YANG PERNAH MENDAPATKANNYA?

Bisa dimengerti bahwa hal ini mampu dilakukan oleh WKS karena

bt pabrik pengolah yang cukup dekat dengan lokast kemitraan
dilidingkan dengan pabrik pengolah untuk FI yang berada di Riau,
Sl biaya transportasi tidak terlalu menjadi masalah bagi WKS.
i demikian, proses evaluasi yang secara teratur ini harus menjadi
Libijakan perusahaan sehingga sistem bagi hasil lebih adaptif terhadap
peibenibangan ekonomi, khususnya harga komiditi pesaing dalam
Wnperoleh lahan, seperti sawit. Nilai royalty yang baru sebesar Rp
10, yang ditetapkan oleh FI untuk penanaman baru sejak tahun
W webaiknya ditinjau ulang kelayakannya nanti pada saat panen
Lok a dilakukan lima atau enam tahun kedepan.

Laliwl 1 Vee bagi hasil yang diterapkan pada Hutan Rakyat Pola Kemitraan
WKS, Jambi

Program 2007 Program 2008
Fy...,l'. Am Fee (Rp/ton) o Fee (Rp/ton)
180, 2006 {Iz';l; Lahan | Lahan ](;rm) Laban, || 4 aiae
: kering | gambut kering | "

'l'”‘"" ""]”':?'- 0-100 | 50,000 | 30,000 | 0-100 | 70,000 | 50,000
M gaimibu

e Itp 20,000/ | 101-150 | 40,000 | 20,000 101-150 | 60,000 | 40,000
Hifl > 150 30,000 | 15,000 >150 50,000 | 30,000
Iaien 78 tahun | Panen 4-5 tahun
Sainbier: WIKS, 2008

“whaglan besar masyarakat menggunakan uang bagi hasil terutama
Witk tujuan konsumtif yang habis dipakai dalam waktu singkat. Untuk
imastikan masyarakat peserta mitra merasakan manfaat yang nyata dari
puogram kemitraan, seharusnya perusauahaaan mengadakan pelatihan
linlang pengelolaan keuangan rumah tangga, khususnya memanfaatkan

winyg, yang diterima untuk kegiatan investasi yang lebih produktif dalam
jpka panjang. Hal ini bisa dilakukan bekerjasama dengan lembaga
Lounngan desa yang ada, yaitu Credit Union (CU) yang cukup berperan di
Fabupaten Sanggau.

Muodel kemitraan kelapa sawit: pembelajaran apa yang bisa diambil?
Departemen Pertanian menetapkan aturan baku dan spesifik mengenai

pengembangan dan pelaksanaan kemitraan kelapa sawit di lapangan.
Mamun  demikian, seperti halnya kasus pengelolaan sumberdaya
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kehutanan, setelah otonomi dacrah  pemerintah kabupaten ¢
berperan dalam mengatur pelaksanaan kemitraan sawit, sehing
pola-pola kemitraan yang ada sangat bervariasi (Zen et al., 2N
Seperti sudah diketahui, pemerintah daerah tingkat kabupaten mall
pengembangan sawit sebagai sumber untuk menghasilkan A
(Pendapatan Asli Daerah) yang bisa meningkatkan pendapatan dal
waktu singkat (Potter and Lee, 1998). Dengan dukungan pemering
tingkat kabupaten yang cukup besar, perusahaan kelapa sawit deny
leluasa mengembangkan berbagai pola kemitraan dengan masyarah
pemilik lahan.

Skema kemitraan pengembangan sawit

Pola  kemitraan dalam pengembangan sawit dimulai dibaw
Program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan dimulai sekitar tahun 19
dengan bantuan World Bank (SETARA et al., 2007). Modal dalas
pengembangan sawit pada umumnya diperoleh dari pinjaman bai
dengan jaminan lahan yang diserahkan masyarakat, karena itu lah
tersebut seharusnya sudah bersertifikat (SETARA et al., 2007) . Uraia
pada Kotak 2, menggambarkan model kemitraan sawit yang ada
Kabupaten Sanggau yang disarikan dari Zen et. al. (2008).

Pada umumnya, perusahaan sepenuhnya menentukan isi pejanjidj
kontrak kemitraan dan tidak ada paket insentif lain yang diberikal
sebagai bagian dari program kemitraan (SETARA et al., 2007). Untul
kasus Sanggau, ada kompensasi untuk tanam-tumbubh, tapi tidak
ada insentif lahan (Zen et al., 2008). Biaya tanam dan pemelihara
sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dan dimasukan sebaga
kredit yang harus dibayar oleh petani mitra melalui pemotongal
pembayaran atas tandan buah segar yang dipanen (SETARA et al., 2007
Zen et al., 2008). Bantuan dari perusahaan untuk pupuk dan petunju
teknis terhenti setelah kewajiban pembayaran kredit selesai (SETARA
et al, 2007). Penentuan harga pada umumnya dibawah standaf
harga berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh Departemer
Pertanian dan merupakan tingkat standar harga berdasarkan tingkaf
harga internasional (SETARA et al., 2007; Zen et al., 2008). Namun pada
kenyataannya, selama ini tidak ada penalti yang diberikan kepada
perusahaan yang melanggar ketentuan standar harga beli tandan buah
segar dari petani karena tidak ada proses monitoring tingkat harga beli
di tingkat petani (SETARA et al., 2007).
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 Nlkema kemitraan pengembangan sawit di Kabupaten Sanggau

Wit il pengembangan sawit
@i bemitraan sawit diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)
when Sanpggan No 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Wi kelapa Sawit Pola Kemitraan Peraturan Daerah No.3/2004
{ yang menyatakan bahwa: ' _
Wi lan sawit harus memperoleh persetujuan pemilik lahan
Wbl roses sosialisasi yang dimaksudkan uﬂtukrneyakqﬁgan.
Wiy ik at untuk melepas lahannya; e . _

witn mittra berhak memperoleh informasi d akses terhadap
Wi mengenai perjanjian/ pengaturan kredit.
Ik unl penggunaan lahan _bgrdas_arka:_i propo_rsi_ 20:80
Lhit tatal lahan yang diserahkan oleh peserta 'mj_t'r_a,IZD persen lahan
Wit ahlan kembali kepada peserta mitra dan 80 persen untuk

Nl

Hisahaan inti; . :
mhﬂ- Ao insentif lahan dan hanya ada pembayaran untuk tanam-
bl yang hilang dalam proses pembersihan lahan.

“Penentuan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS)

wnliian berkewajiban menentukan harga beli dengan merujuk

wila penentuan harga yang diatur oleh Departemen Pertanian, yang
Iseninikan dengan tingkat harga di pasar intemas__._:o_nal agar peserla

jiii1 bisa memperoleh keuntungan optimal sesuan_pgrkembangan harga.

il disarikan davi Zen et al (2008)

Pumbelajaran dari kemitraan sawit dan perbandingannya dengan
Eomitraan HTI

by tahun 2008, ada 12 ijin usaha perkebuniem sawit baru yang
Ailerikan sejak tahun 2002 yang berkontribusi pada penambahan
lbitar 240 ribu ha perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau (Zen et al.,

WKy, Secara umum, dibandingkan dengan skema keqﬂtraan dal;am
penpembangan HTI, ada tiga resiko utama yang dihad;}[fn peserta m:ltra
il pengembangan sawit. Pertama, kepastian kel?emlhkan laha_n, an
Loilua, resiko memperoleh keuntungan yang lebll'! rendah. dari yang
wharusnya karena pengawasan pengelolaan ken’}ltraall di lapangan
vang terlalu longgar tanpa ada kejelasaan instansi yang bertanggung
|.I\\'.‘I'|‘ melaksanakan pengawasan.  Resiko ketng@ menya.ngkut
loterkaitan harga di tingkat petani yang sangat dipengaruhi oleh
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Bils ik dari pengelolaan kemitraan sawit diuraike?n pade}
2 mengutip pokok-pokok permasalahan yang dlhadap¥
b plasima seperti yang dikemukakan oleh Serikat Petani
B B (1K), IKabupaten Sanggau.

tingkat harga di pasar internasional untuk Tandan Buah Segar (
atau CPO (Crude Palm Oil). Hal ini berdasarkan Keputusan M _
Pertanian Nomor : 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang  Pody
penetapan Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa
produksi pekebunan, dimana harga CPO internasional termany
dalam rumus perhitungan harga pembelian TBS (SETARA et al,,

Meberapn permasalahan dalam pengembﬁﬂgankelapa v
abupaten Sanggau L - .
.;'pllnhnnguluu'l perkebunan kelapa sawit di Kabupaten S: ggau

un-
i el berbagai permiasalahan yang berdampak lansung. _tg_rh’adgpl'
i aelvinpat khususnya petani plagmg s o
Wilinn Lahon untuk perkebunan kelapa sawit tidak mcmperhatlkanhak .
ayiinkat adat dan hak-hak masyarakat setempat;

Resiko pertama atas kepastian kepemilikan lahan dapat terjadi kg
sertifikat harus diserahkan kepada perusahaan inti sebagai jam|
untuk memperoleh pinjaman dari bank, dan tidak ada jaminan by
lahan yang diserahkan akan kembali dengan luasan yang sama ko
petani yang bersangkutan (SETARA et al, 2007). Di Kabuy
Sanggau khususnya, dari rata-rata lahan yang diserahkan seluay {
ha oleh satu rumah tangga peserta mitra, lahan yang dikemballf
hanya sekitar 1,03 ha (Zen et al., 2008). Sebagian besar peserta |
menganggap lahan yang hilang ini hanya merupakan lahan y
dipinjamkan ke perusahaan dan akan dikembalikan setelah perlg
kemitraan berakhir, walaupun pada kenyataannya tidak demi {
(SPKS, 2006; Zen et al., 2008).

din lnhan untuk kebun plasma kelapa sawit tidak adil, _t_ida_k ﬁans?aran
W -- nedun dengan janji serta kesepaka_ta}n maupun aturan yang ada;
Bl ahan tidak jelas, kalaupun'a:d_a'tldi}k mer_nad_m;\ i
N beban kredit tanpa melibatkan petam.'p'lasmg secara partisipatif;
gl plasma tidak dilibatkan secara sistematis da!ﬁm proses p.cncnln:mll:
g Lundan Buah Segar (TBS) schingga harga TBS tidak merupakan hasi
v iah, . _ . | Bl
iy utnbat setempat tidak mendapat kesempatan untu Iln'engls apang;
| vy lersedia di kebun inti dan pabrik pen_golah'an CPO:; it
ulivktur jalan poros dan penghubung menu_;u k.eburlt .r’):a‘bnm 1da
Wil perhatian pemeliharaan oleh perqga_haan dan pemermtal?, o
Peusipatin letak kebun plasma -tidak-sesgal de_ngan lahan xang ¢ :scre? a];at
illik sosial baik antara masyarakat (}eng_gn. perqsahaan mclu.plm mas.yarakl )
détin pemerintah, dan masyarakat dg:_ngan sesama anggota masyaraka
l::‘:: :I aran lingkungan oleh limbali-_p'abr:i"k.'c_lan be.ihan kimia yang d‘lgunakan
“Illm‘n perkebunan kelapa sawit -te_rhe?dap-au _stp‘tgal_, __tapa_lﬁ d!:m udzlz‘;, L
Pilink perusahaan tidak menghormati dan m‘gla}gsanakan_ u uma se p :
Mipun hukum negara, o

Resiko kedua yang dihadapi petani plasma adalah penerim
keuntungan yang lebih rendah dari yang seharusnya disebab
karena beberapa hal. Penyebab tersebut antara lain, perhitung
yang tidak transparan dalam penentuan harga beli TBS dari pety
dan pemotongan penerimaan petani untuk membayar kredit hut _-
kepada perusahaan atas bantuan pupuk dan sarana produksi lainn
(SETARA et al., 2007).

Penyebab lain adalah terlalu besarnya keterlibatan pedagang peranta
karena fungsi koperasi yang tidak berperan, disamping penangang
paska-panen yang kurang memadai karena terbatasnya pengetahug
petani dan menyebabkan harga jual yang rendah. Berdasarka
perhitungan yang dilakukan oleh Zen ef. 4. (2008), pendapatan yan
diperoleh dengan perjanjian kemitraan terbaru oleh peserta mitra ¢
Sanggau adalah Rp 296.913 dengan rata-rata pengelolaan lahan selug
1.56 ha. Jumlah pendapatan ini dibawah angka pendapatan rata-raff
dari kemitraan terdahulu berdasarkan pola PIR Trans (Perkebunan In
Rakyat Pola Transmigrasi) atau KKPA (Kredit Koperasi Primer unty
Anggota), yaitu Rp 692.104,- untuk luas pengelolaan yang sama da
berdasarkan proporsi alokasi lahan 70:30 (Zen et al., 2008),

b | dikutip dari Deklarasi Serikat Pctam, Kélapa’.Sg}ggﬁit (SPKS)* i
IKabupaten Sanggau, Kalimazi'tan“Barat,_ In‘dones-la;? _Wisma‘_.Tab?r. -
Pusat Damai, 9 Juni 2006 ( klw;f?'w.wqurfesmeoﬂfesf. o?_g_/ﬂf(?&;"ﬁ)?{ﬁfgsf:/._:\. |
prblication/2010/08/ decfu}*x1‘011q1‘.!z}a-_f_m_qumgrsi;mOébamﬁggg e

ko ketiga terkait dengan fungsi buah sawit sebagm. ballgan bil;(r::;
whaina dalam pembuatan TBS atau CPO. HaFga TB? di l'mg‘ at [l)ean
At dipengaruhi oleh tingkat harga CPO di pasar m‘fernalminla I}; dg
beriluktuasi dan dipengaruhi oleh kondisi PL‘I‘(‘kO]‘lOIII'llF.iI'I g 0k al. a"
wal penelitian dilakukan pada awal hlhgn' 2009, kondisi Peresrozma:‘;
plubal sedang dilanda krisis dan hal ini membuat harga beli saw
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mencapai titik terendah, yaitu sekitar Rp 300, per kg bila dibandin
dengan harga pada saat sebelum krisis sekitar Rp 1.300-2.000
pada pertengahan tahun 2008 (SMERU, 2( 109). Terbatasnya peneri
petani plasma pada saat kondisi ini menyebabkan tekanan ter
pengembangan HTI kemitraan dalam mengakomodasi permi
kesempatan kerja yang meningkat dari masyarakat peserta dan.
peserta kemitraan (Informasi staf perusahaan, 13/01/2009).

Dengan mempelajari pengembangan sawit melalui kemitraan ban
hal yang bisa dipetik sebagai bahan pembelajaran yang berharga i
memperbaiki program kemitraan dalam men gembangkan HTI. Fak
faktor resiko yang ada dalam kemitraan sawit bisa dipahami lebih |
dan bisa menjadi bahan untuk dikomunikasikan kepada masyaral
Dengan demikian masyarakat bisa lebih memahami manfaat dan rey
yang ada diantara kedua pilihan kemitraan sebelum memutus
untuk terlibat. Dinas Kehutanan maupun LSM bisa diharapkan unt
lebih berperan dalam menginisiasi proses pembelajaran bersama
supaya lebih obyektif. Lebih jauh, pelaksanaan CSR (Corporate Sol
Responsibility) perusahaan sawit masih perlu disoroti dan dievalu
pelaksanaannya di lapangan, karenasedikit bukti komitmen perusaha
sawituntuk memenuhi kewajibannya dalam kerangka CSR ini. Progyy
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah dicanangkan ol
Departemen Pertanian pada tanggal 25 Juni 2010 yang berkomitim
untuk pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan dj
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Ditjen Perkebunan, 201
Sangat diharapkan kerangka CSR dan penegakan hukumnya menjaj
landasan penting dalam pengembangan Program ISPO tersebut. YAN|
BAGAIMANA YANG AKAN DIKEMBANGKAN?

KESIMPULAN

masyarakat secara langsung dan juga memberikan manfaat kepadi
masyarakat, terutama bila dibandingkan dengan pelaksanaan progran
HTI pada 10-15 tahun yang lalu’ Saat itu masyarakat kecil sek |
keterlibatannya dan malah banyak dirugikan dengan tidak adan

pengakuan hak-hak atas tanah di dalam wilayah konsesi. Namunm
demikian, masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan
kemitraan yang ada, baik oleh FI dan perusahaan HTI yang lain dengan

m i sia s
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W lakukan evaluasi dan pembelajaran bersama-sama dcngan‘
Latabal, karena kesuksesan pelaksanaannya perlu dukungan dari
T

gl tanfaat kemitraan telah bisa dirasakan Qleh perusa.haa.r,
40 iitia, masyarakat non-peserta mitra dan juga PemermLa i
i Wl lngsung yang dirasakanperusahaanadalahkepashanpasolIa-'lkl
bkt untuk industri pengolahnya dan adanyr:{ P?ubungan m;n

fifalin dengan masyarakat setempat dengan n‘ummah;(yal I'E!b:(()
ML soninl. Kesadaran akan pentingnya pencggahan k(_eba aran ¢ im
Bt hankan status hutanyang tidakbol?hdlkonverm sud_ah‘m}l- -
i balangan masyarakat dan perlu pembu?aan yang terus ]’I‘I(..]'lt.fl l.lh
pwiusahaan mitra. Pemerintah setempat juga merasakan manfaat
4 puogram kemitraan, antara lain pemanfaatan lahan yanj; H('.nll‘lll:‘l
prodluktif. Manfaat yang dirasakan secara langsung ole 1I .|‘u[ m[ rta
I antara lain: pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah di dalam

4 il bonsest HTI disamping manfaat terbukanya kesempatan kerja
i iasakan secara luas juga oleh masyarakat non-peserta,

: Wwainbil pembelajaran dari pengelolaan kemitraan ‘I].I[t-“] IIn::Ili
41 (wiusahaan yang berbeda yaitu fStora En.so dan Globa i .l;,:
dlaan perlu menyeimbangkan tujuan s.osm] dan (‘k.Ul“Il_:l;l 'W{.“}:
A enjamin adanya kemitraan yang saling I_*nm_'tgun_lfl.nlg, |d;: :.-.;ln;l
Japn keberlangsungannya dalam. jangka panjang. ‘(J.U.;-a_ :'H..."‘
Siibiwa nilai tambah pada kemitraan Fl_d_engan kt;pa.s IICII“I i; LI_..l :
bk kayu yang diproduksi. Namun d_e@k1a11, pel?dekataf? ?a .ar|l1‘r
Mipembangkan kemitraan yang memprioritaskan tujuan sosial yang

Wik ukan oleh FI di bawah pengelolaan Stora Enso me.ml')elzlkaﬁ mn1cl?r:
Sl vang berharga karena kepercayaan yang telah tejalin aln p;,bel.]l;
Wil terhadap perusahaan. Perubahan kebijakan p?rusaha"m d ?,E'h
e transisi untuk mengembangkan program kem]t‘raan ya.rll(g f.k i
hnbang antara tujuan sosial dan ekonorrp perlu dikomuni amban
it transparan kepada peserta mitra se_hmgga pelaksane;lanyal\ nl;»:
diliking secara penuh. Pembelajaran penting lal_rmya E.lda}a gve: lll qz;l
menpembangkan sistem evaluasi untuk memastikan swtm agi ha
Lt lebih dinamis dan adaptif dengan perkembangan ekonomi.
Iliksanaan  pengembangan sawit melalui skema kemitraan

i (e ‘baiki
mwinberikan bahan pembelajaran yang berharga untuk mem}?ell aiki
HTI kemitraan. Ada tiga resiko utama yang dihadapi

P ram
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peserta mitra pada pengembangan sawit, yaitu tidak adanya kepasti
kepemilikan lahan peserta mitra yang bisa terjaga dengan ut
memperoleh keuntungan yang lebih rendah dari seharusnya karend
proses pengelolaan oleh perusahinan inti yang tidak transparan, da
harga sawit yang sangat berfluktuasi karena dipengaruhi oleh tingka
harga di pasar internasional. Sesungguhnya, faktor-faktor resiko in
bisa dikomunikasikan kepada masyarakat, schingga masyarakat bisi
membandingkan manfaat dan resiko yang ada diantara kedua pilihat
kemitraan berdasarkan pemahaman yang lebih lengkap. Terbuki
peluang bagi Dinas Kehutanan maupun LSM untuk menginisia
proses pembelajaran bersama ini supaya lebih obyektif sebagai baha
masukan yang membangun kepada perusahaan FI dalam memperbai
pelaksanaan kemitraan yang ada,
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HUTAN ADAT:
Tersandera Politik Kehutanan

Asep Yunan Firdaus

Pegiat advokasi hukum dan kebijakan kehutanan, bekerja
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat

Lawyer Network (PILNet).

ABSTRACT

“The indigenous peoples” demand on legal acknowledgment of
their forests is getting stronger as the threat of losing the rights to
their customary forests caused by unilateral claim or destruction
by the forestry sector industry gets higher. Unfortunately,
Forestry Act No. 41/1999 legitimizes the state’s unilateral claim
to and facilitates the exploitation of forest. On the other hand,
legal acknowledgment of customary forest is limited by various
conditions impossible for the indigenous peoples to fulfill. Amidst
the impasse, several legal breakthrough of acknowledgment of the
rights of indigenous peoples to forests are conducted by several
regional governments. However, weaknesses still threaten the
security assurance of the rights to customary forests. Revision
of Forestry Act concerning forest according to its status is very
urgent and must be conducted in the soonest possible manner”
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Ekologis (HuMa). Aktif sebagai advokat publik di Public Inte

PENDAHULUAN

Hincerita kejayaan hutan adat di Indonesia sebagian besar
Angpal cerita dongeng romantis para tetua adat yang menjadi

miana tertera dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang
- lehutanan (UUPK) No.5 Tahun 1967. UUPK dalam penjelasan
Hyn menyebutkan:

- tilah “Hutan Negara”, untuk menyebut semua hutan yang
i Hutan Milik”. Dengan demikian maka pengertian “Hutan
Jara” itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan

taturan Perundangan maupun Hukum Adat dikuasai oleh
wyarakat Hukum Adat”.

lan tegas UUPK meniatkan diri untuk menghapus status hak
ul Masyarakat Hukum Adat' atas hutan dengan memasukannya
\jucdi bagian dari hutan negara. Niat ini diperkuat dengan penjelasan
jutnya di dalam UUPK yang meyakini bahwa hak ulayat, karena
aiih berbagai faktor menunjukkan kecenderungan melemah
Jelisan umum alinea 9).

wiliran undang-undang penggantinya yaitu UU No.41 Tahun 1999
lny Kehutanan (UUK) ternyatatidak tegas-tegasinginmerubah politik
L kehutanan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya

il lnzim di Indonesia bahwa penggunaan istilah Masyarakat Adat dan Masyarakat
uhisin Adat dipakai untuk maksud yang sama. Istilah Masyarakat Hukum adat
Ciipakan terjemahan dari rechtsgemeenschap ataupun adatrechtsgemeenschap yang

ainn kali dikenalkan oleh C. van Vollenhoven. Ter Haar (murid van Vollenhoven)
wihorl pengertian Masyarakat Hukum Adat sebagai kesatuan-kesatuan yang
Seipinyai tata susunan sendiri yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus
i bekaynan sendiri, baik materiil maupun immateriil. Sementara asal mula istilah
Linyarakat Adat cukup sukar untuk dilacak. Sebagian Kalangan mengatakan istilah ini

Lwn.-.hn n langsung dari istilah Indigenous Peoples, namun sebagian lain menganggapnya
Aukan Per definisi, Masyarakat Adat pernah dirumuskan oleh Jaringan Pembela Hak-Hak
Slnyarakat Adat (Japhama) tahun 1993 yang kemudian diadopsi oleh Aliansi Masyarakat
Sulat Nusantara (AMAN) tahun 1999, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal
sl leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai,
iunlogl, ekonomi, politik, budaya dan wilayah tertentu (baca lebih jauh buku Pengakuan
Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, karya Rikardo Simarmata, 2006:23-27).

Dialam tulisan ini, penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian
dengan pengertian yang sama.

~uikat hidup keberadaan hutan adat. Salah satu sebab utamanya =



hadiran UU No.41
win 1999 tentang
hutanan (UUK)
yata tidak tegas-
15 ingin merubah
itik hukum
wutanan terhadap
~hak masyarakat
t atas sumber

a hutan.

=
3 ..-. s

hutan. Tidak diakuinya hutan adat sebagai hutan milik masyarg
adat yang setara kedudukannya dengan hutan rakyat merupal
bentuk keragu-raguan UUK dalam menetapkan visi perubwl
yang ingin diembannya. UUK menyatakan bahwa hutan
adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hulg
adat (vide pasal 1 huruf e). Segera saja ketentuan ini mend
penolakan dari masyarakat adat, salah satunya adalah AMA
yang menolak kehadiran UUK dengan alasan bahwa undal
undang ini mengingkari keberadaan dan hak-hak masyary
hukum adat’. Penolakan ini, menyebabkan pembahasan peratu
pelaksana Hutan Adat macet sampai sekarang. Implikasinya §|
ini ada kekosongan hukum yang mengatur operasionalisasi hul
adat pada level nasional.

Situasi ini mendorong sejumlah Pemerintahan Daerah melaku
terobosan hukum untuk mengakui keberadaan masyarakat ad
dan hutan adatnya melalui Peraturan Daerah (Perda) maupi
Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, misalnya Perda Baduy
Kabupaten Lebak Propinsi Banten, SK Bupati Merangin dan §
Bupati Bungo di Propinsi Jambi. Sejumlah Perda dan SK terse h
secara sosiologis dianggap sebagai tindakan responsif terhadi
tuntutan masyarakat adat.

Tulisan ini mencoba mengkaji secara normatif keduduk
hutan adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas huly
dalam peraturan dan kebijakan kehutanan Indonesia baik ¢
level nasional maupun daerah. Kajian dengan pendekatan
menghasilkan pendapat hukum mengenai kedudukan hutal
adat dan pengakuan hak-hak masyarakat atas hutan. Sekalip

demikian, kajian ini tidak hanya mendeskripsikan analisa legg
formal, tetapi juga mengajukan sejumlah kritik atas norma
norma yang didasarkan pada pengalaman empiris. Pertanyaaf
kunci dari kajian ini adalah apa saja bentuk pengakuan hukun
yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan terhadaj
keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya atas hutan? Dat
bagaimana kritik terhadap teks dan implementasi peraturaf
perundang-undangan - mengenai bentuk pengakuan hukun

* Pernyataan penolakan oleh AMAN disampaikan pada pertemuan Steering
Commitee Multipihak Kehutanan di Yogyakarta pada Februari 2002. Resolusi
Kongres AMAN pertama (1999) maupun kedua (2003) menuntut pencabutan
Undang-Undang No.41 tahun 1999 karena dipandang melecehkan masyarakat
adat.
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L oatakat adat dan hak-haknya atas hutan khususnya hutan adat?.
i upaya pemerintah daerah menghadapi kekosongan hukum
Bbian hutan adat di level nasional?.

_ '1 NI HUKUM KEHUTANAN DAN MASYARAKAT

ADAT
bl bekuasaan rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru tidak s.a.ja
Blaly konstelasi politik kenegaraan, tetapi juga menyen‘ruh politik
i Swmber Daya Alam khususnya kehutanan. Rezim Orde Baru
S wnpaje menempatkan Sumber Daya Alam khususnya Hutan

Wl sumber ekonomi yang harus dieksploitasi untuk kepentingan

siigunan, Melalui UU Pokok Kehutanan (UUPK) No.5 Tahun 1967,

S ttah Orde Baru mendudukkan hutan sebagai modal pembangunan
Wil nasional. Secara eksplisit UUPK menjelaskan bahwa:

Fonppalion sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini secara

Wilbindl adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat
L ldake boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan
cLonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Hint mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi ditegaskan

rri uleh pernyataan Presiden Soeharto pada tahun 1971 di Pasar
W

Wit bolo dalam pidato tanpa teks sebagai berikut;

Sippuh kita akan mampu membayar hutang itu. Dari satu sumber

L, dart kayu, kita melihat kekuatan kita. Sekarang kita mempunyai
10 juta hektar hutan. Tetapi karena kita harus mengamankan huta.m—
liitan kita supaya tidak menimbulkan bahaya, maka hanya sepertiga

dirt 120 juta hektar hutan yang bisa kita tebang. Berarti.4(} juta hektar
liitan yang bisa kita tebang. Hasilnya paling sedikit 70 juta .1“_113 da'la'm
ctnhun, ... Ttu berarti hasil penebangan hutan kita mencapai 1,4 tml.lar
dular AS. Jadi, untuk membayar (hutang-pen), 300 juta dolar AS tiap
lihiin, bukan soal. Apalagi kalau diingat bahwa kita masih e
timber-sumber lain seperti timah, besi, maupun bauksit dan lain-lain”.
(I larianto, 1998, Simarmata, 2007)

“whelum  menyampaikan pidato tersebut, Pemerintah Orde Baru
: H - s o~ Bl

waungguhnya sudah memberikan konsesi pengusahaan hutan (HPH)

wink tahun 1967. Konsensi HPH dilakukan tanpa prosedur lelang dan

padda periode tahun 1967-1980 diberikan kepada 519 HPH dengan Iuas
wilayah 53 juta ha. Sampai pertengahan tahun 1990-an terdapat 10
perusahaan yang menguasai 228 HPH meliputi 27 juta ha hutan alam
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produksi atau 45% dari 60 juta ha hutan yang dialokasikan untu
(Santosa, 2007, Kartodihardjo dan Jhamtani, 2006).

Seiring dengan angin perubahan dari sistem pemerintahan
menuju sistem pemerintahan demokratis. Desakan publik agar |
diganti dengan UU yang lebih demokratis dalam pengelolaan il
dan yang dapat menjaga keberlanjutan sumberdaya hutan iy
alasan kuat penerbitan UU Kehutanan No. 41/1999 (UUK).

Kehadiran UUK diniatkan untuk memberikan dasar-dasar pertly
dalam pengelolaan hutan yang dengan undang-undang sebelumnya
menyebabkan berbagai krisis baik lingkungan maupun kemanti
Namun, membaca dan menganalisa bunyi teks yang termaktul (g
UUK, terdapat sifat keragu-raguan dari undang-undang tersebut o
menetapkanvisi perubahan yang hendak diembannya. Malah pada by
penentuan hutan berdasarkan status, Hutan Adat tetap dikatag
sebagai hutan Negara dimana masyarakat adat tidak bisa secara otony
memiliki atau menguasai apalagi memanfaatkannya. UUK pada pu
Huruf (e) berbunyi :

Hutanadatadalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyani
hukum adat.

Pengaturan ini jelas bertentangan dengan realitas lapangan
tuntutan masyarakat adat yang dengan tegas menghendaki hul
adat tidak dimasukkan ke dalam Hutan Negara. Aliansi Masyarilk
Adat Nusantara (AMAN), menyatakan penolakannya terhadl
Undang-Undang Kehutanan dengan alasan bahwa undang-undang |
mengingkari keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat’.

Upaya melegalisasikan sistem norma dan aturan yang berbasis noj
negara yang mengatur hak-hak masyarakat adat terhadap tanah
kekayaan alam lainnya sudah dilakukan melalui berbagai peraturi
perundang-undangan. Menurut Safitri (2010) terdapat dua cara ya
dilakukan oleh Negara untuk melegalkan hak-hak tersebut yaitu :
dengan memberikan hak-hak baru sesuai dengan kerangka hukut
Negara kepada masyarakat (melalui pemberian izin); atau 2]. mengaku
keberadaan hak-hak masyarakat atas tanah dan kekayaan alam lainny
yang diatur melalui sistem normatif yang berbeda dengan Negan

i " Pernyataan penolakan oleh AMAN disampaikan pada pertemuan Steering Commitee

36 . Multipihak Kehutanan di Yogyakarta pada Februari 2002. Resolusi Kongres AMAN pertan
(1999) maupun kedua (2003) menuntut pencabutan Undang-Undang No.41 tahun 1999
karena dipandang melecehkan masyarakat adat,

—

dpal contoh) tanpa memberikan intervensi terhadap sistem
bt juga pengakuan hukum).

h-ﬂmm.m pengakuan hukum tanpa intervensi dan nw.nggunakark':
o4 Lk i negara, menurut Safitri (2010) adalah penerimaan utu
L ethadap keberadaan hak-hak atas tanah dan kekayaan alam
ump, solma ind diatur oleh sistem norma non Negara.

W beibeda dengan pengakuan hukum yang utuh, pengak_l;an

Lty diatur oleh perafuran perundang-undangan membﬁz 'e:n
0t vang harus dipenuhi. Dalafm urusan kehutanan, dl u
Lt dalam pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan

- Wl dalam UUK, antara lain :

wedl | Muruf £ Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam
Wl nasyarakat hukum adat.

o4l 5 ayat (3): Pemerintah menetapkan status hutan sebqgnhnfria
T pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat dllct-laps.n:
Bpijang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
Sk utan masih ada dan diakui keberadaannya.

1 wal b
U1 Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya
il ada dan diakui keberadaannya berhak:

. 4 welakukan pemungutanhasilh utanuntuk pemenuhankebutuhan

Iiddup schari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
I uelakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukurr;i adat.
vung berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
dan
mendapatkan  pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
| cnejahteraannya.

{1} Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
Whiagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

L hierah,

Swlanjutnya dalam penjelasan pasal 67 dinyatakan :

Ayat (1)
WMasvarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut
lenyataannya memenuhi unsur antara lain:

—

—

L e i



a. masyarakatnyamasihdalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenm
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adalny
¢. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, kKhususnya peradilan
yang masih ditaati; dan

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hy
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,

Pengakuan dengan berbagai syarat-syarat yang harus dipe
tersebut diatas kemudian disebut sebagai pengakuan hukum bersyg
Sebagian yang lain menyebutnya sebagai pengakuan bersys
yang berlapis. Hal ini disebabkan pengakuan terhadap keberad;
masyarakat hukum adat tidak otomatis untuk dapat memanfaal
hak-hak atas tanah adatnya (baik berupa hutan, tanah, air, dan
lain) tetapi masih harus memenuhi prosedur untuk memperoleh |
pemanfaatan (KPKK, 2009:50-52). Sementara Fauzi (2000) menyebuli)
sebagai politik penyangkalan dengan menggunakan kerangka huki

negara. Dalam tulisannya, Fauzi memberikan pernyataan sel
berikut:

“Mengapa para pembuat hukum di Republik Indonesia tidak mau, al
setidaknya sulit sekali, memberikan pengakuan atas hak-hak masyarih
adat atas tanah? Padahal, sudah banyak bukti yang menunjukkan baly
tidak adanya pengakuan tersebut telah menimbulkan kerugian-kerug|

bahkan penderitaan yang panjang bagi masyarakat adat di seani
nusantara.*

pengakuan hukum bersyarat terhadap masyarakat hukum adat da
hak-hak bawaannya. Baginya, pengakuan bersyarat yang berlapl
selain harus memenuhi syarat-syarat sosiologis, politis dan normati|
yuridis namun juga harus memenuhi syarat prosedural (ditetapkd
dengan perda). Persyaratan-persyaratan tersebut dapat diartikan bahw
sebenarnya pemerintah bukan bermaksud memberikan kebebasal
dasar pada masyarakat adat melainkan menentukan batasan-batasa
Dengan demikian bisa menjelaskan mengapa pengaturan mengend
pengakuan masyarakat adat atau hak ulayat, di masa pemerintah Ordj

" Fauzi, Noer, 2000, Mensiasati Budaya Menyangkal; Konsep dan Praktek Politik Hukum vany
Menyangkal kenyataan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Tanah, dalam buku Masyarakat
Adat dalam Mengelola Sumber daya alam, World Agroforestry Center, Bogor,
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Wik pernah operasional®.

W lihinl ke dalam peraturan perundang-undangan, konstruksi
il hutan adat basisnya adalah pengakuan hukum bersyarat.
g il hal itu sangat jelas jika membaca UU Kehutanan dan RPP
B Addit, Analisa mengenai hutan adat dalam UU Kehutanan dan
It Adat dijelaskan lebih lanjut.

NAL 1815 TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT ATAS
L TAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM NEGARA

Muasvarakat Adat atas hutan diatur oleh UU Kehutanan khususnya
W tur pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dan Hutan Adat.
Wi 1. Pemerintah telah berupaya untuk merumuskan Rancangan
It 'emerintah mengenai Hutan Adat. Salah .sat”u alasan R]‘[“
bl sampai sekarang belum terbit karena terjadi penolakan dari
Biiitaskomunitas Adat yang tergabung dalam AMAN. Untuk
Wit jelas bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur Hak
sLainkat Adat atas, berikut analisanya.

. Muanyarakat Adat dan Hutan Adat dalam UU Kehutanan

Auilisg pada bagian ini diambil dari tulisan Hedar |.dl'lil\‘lil‘l‘l}.’,
Wenpenai “Legal Opinion terhadap UU Kehutanan No.41 Tahun
{090 (dalam  buku Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan
IAwang, ed, 1999).

{lam perkara mengatur Masyarakat Adat agaknya adn.asumm
yuiiy dipakai oleh barisan kelompok penyusun Undang—Undang
b oliitanan  (UU  Kehutanan) yakni bahwa masyarakat adat
lwius dicurigai, khususnya berkenaan dengan dua hal. Pertama,
bemungkinan masyarakat adat untuk melakukan serangkman‘
didalam dan diluar kawasan hutan yang berpotensi
merusak  kelestarian atau fungsi ekosistem hutan. Kedua,
lemungkinan masyarakat adat akan melakukan pengrusakan
dengan cara perambahan dan penggarapan hutan-hutan yang
sidah dinyatakan sebagai kawasan hutan negara. Dua asumsi
lwrnada  kecurigaan ini menjadikan pengaturan pengakuan
lorhadap masyarakat adat bersifat bersyarat. 'Pengakuan terhadap
imnsyarakat adat dipenuhi dengan imbuhan-imbuhan yang kalau

abtivitas

Uil Rikardo Simarmata dalam “Menyongsong berakhirnya abad masyarakat adat:
Joaintensi pengakuan bersyarakat”, HuMa, tanpa tahun.
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diakumulasikan kemudian justru mementahkan kehendak aw
untuk mengakui hak-hak adat, Pengakuan tersebut me|

dengan bentuk yang jelas maupun kabur, dalam beberapa a}?'
pasal UUK.

satinnn dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan l’tl'l'%ll__li!-“i'.'::_lil
h lernyata, bila dihubungkan dengan .ly\al .{3|1,|.P(-]h-‘:r-,ka;
il penetapan dan pengaturan z}da dan hapu.anyld ‘ f]h{;ncqi-ik
il itk sepenuhnya milik pemerintah daerjnh. /\y;?l ”‘“hn{ent i
bl atnu meredusir derajat otoritas Pemennl_'a.h Daera tL o Eﬁn
" Waianatkan perlunya dibuatkan PP terendlr} yang an Eliq-iteria_
S berinikan tata cara penelitian, materi penelitian dag v
Wlilan keberadaan masyarakat hukum adat. Dengan kilTAdat
4l proses, pengakuan yuridis keberadaap M'asyia:a_llﬂ(a

(I menjadi sangat birokratik dan teknokratik-saintifik.

Diawali dengan pasal 1 ayat (6), UUK sedari awal sudah mene: 1l
bahwa masyarakat adat, dalam wujud kolektifnya, tidak Iy
mempunyai hutan milik sendiri. Hutan adat adalah hutan
yang kebetulan berada dalam wilayah masyarakat hukum
Artinya pasal ini mengasumsikan bahwa seluruh areal |y
Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan |y
(hutan negara dan hutan hak), dengan demikian tidak mu
ada sisa areal hutan yang terluputkan, termasuk yang berada
wilayah masyarakat hukum adat. Bila hal ini dikonfirmay
dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) maka jelas bahwa yang kemi
dinyatakan sebagai hutan adat oleh pemerintah tidak lain ad
hutan kepunyaan masyarakat adat, yang di setiap tempat meny|
nama lokal, semisal hutan marga, hutan ulayat, hutan petua
bengkar, dan lain-lain. Secara sepihak, hutan-hutan ini kemuy )
dicaplok oleh negara dengan bertamengkan konsep hak meng |
oleh negara. Inilah yang umum dikenal sebagai proses negaran|
tanah (hutan) masyarakat adat yang kalau masyarakat @
berkeinginan mengelola dan memanfaatkannya harus terld
dahulu memohon izin kepada negara cq. pemerintah,
penguasa atau “pemilik’ baru.

: jelas
il bwberapa contoh pasal dan ayat yang secara Je
:..‘Jnmk.m IHirnt curiga negara terhadap Masyarakat f\cﬁ;
B e urigaan tersebut diwujudkan dengan Cara'mlff:fng;n
qiilih kondisionalitas dalam peljkaral mengakui FIQ‘(‘t. :“d‘im
B kat Adat. Sejumlah kondisionalitas tersgbut . [-U]. id:-;n
Wikl mengaburkan dan bahkan menggerogoti i :llll R
Wil pengakuan. Dan ternyata, lebih da.rl itu, bun{utlpa?: [:[L‘.r'"‘l]
1 Jieiiberitahukan dua hal penting, yakni bahwa, ]_“j]t:" a:m ’,t.,::}nk
S0 arbitrer mempersamakan Masyarakat Adat ¢ :‘-.n;?at(‘nh;h e
;--tl L il bidang kehutanan yang kalau Masyarakat Adc.iat Ei‘;'[ Lke[“nbl:]li
Wb lapt maka hak pengelolaan hutan adat akan diam ld]‘berikan
il egara, Ini berarti bahwa bentuk penghormatatjl yang heinar
Jiierintah kepada Masyarakat Adat sama seperti yan% e
| rl-rln,nl.i pemilik izin di bidar.lg k'ehutanan,. tinga bea den];an
wulilint perbedaan hubungan hlstorls:—ekonormsb i uaﬁaq g
i tersebut. Kedua, negara menyimpulkan bahwa ; Laysecam
At hanyalah sebuah tahapan masyarakat yang nan mys i
e akan mengikuti gerak proses perk‘embangan ma }1:]1-. -
widern, Kalau mengikuti logika ini, maka tidak akan mut?éga nace
Munyarakat Adat yang bersifat permanen atau bahk:;m e
witgkin lahir komunitas Masyarakat Adat baT;.)l. tu ;: o _m;
peimberian hak pengelolaan hutan adat yang di Etasni m})j
wienpeakibatkan secara perlahan Masyarakat Adat akan lenyap.

pasal 5 membuat langkah degradatif terhadap cara pemerinf
mengkualifikasikan ada tidaknya masyarakat adat. Simak ayat (;
yang berbunyi, “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimal
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapki
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yai
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Pegy
penting ayat ini adalah bahwa eksistensi de facto Masyarakat Ad
tidaklah cukup untuk mengakui Masyarakat Adat sebagai suby,
hukum yang, misalnya, berhak mengelola dan memanfaatky
hutan adat. Eksistensi de facto tersebut masih harus dilengka
dengan pengakuan de jure dengan cara pemerintah mengakil
keberadaanya. Bagaimana cara pemerintah akan mengakuinyg
Pertanyaan ini dijawab oleh pasal 67 ayat (2) yang berbuny
“Pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum ada

I Hutan Adat dalam RPP Hutan Adat

. [ 3 ers ) ‘ gt k 1UC
I"'H? '|||.|| 111 yﬂnh l( s lil]t lII"I‘IlII‘I'I, ( llh l\t“l 1l ]l.” en 1]!’-“'
. it ( 1 or 'll Y LI“”-
) I l( nllln! lllll] ar ] nets "
] (AR llll‘lll‘ I]‘ILIIVlthII‘I l(l Y : . . .
I L] ||j [} |l||"| 1n I lll‘.l]ll Al.]i‘l (l\i l I l“ll”] A(ll”} l J(Ill“” ])l Illllt‘l]tllllly(‘
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sampai sekarang sudah lebih dari 3 versi RPP yang telah teyul
berbagai pihak yaitu versi awal tahun 2001, versi tahun 200
2008 dan 2009 (versi hasil harmonisasi).

Di bawah ini adalah analisa terhadap RPP Hutan Adal §
diambil dari gabungan dokumen yang telah dirumuskan’
AMAN, HuMa, RACA, ELSAM dan Walhi pada tahun 20}
Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional tahun |
Kelima lembaga yaitu AMAN, HuMA, RACA, ELSAM dan ¥
adalah lembaga yang pernah diminta oleh Departemen Kehut
(sekarang Kementerian Kehutanan) untuk memberikan peng
dan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Pemet|
tentang  Hutan Adat. Sementara Kamar Masyarakat |
memberikan pendapat terhadap RPP Hutan Adat versi 2008, L
menghindari pengulangan bahasan, penulis meringkas seperli
terhadap poin-poin sebagai berikut :

- Mengenai Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adal

RPP Hutan Adat merubah cara pandangnya terhadap masyai
adat dan sekaligus merubah politik ‘pemberian’ ke pol
‘pengakuan.” Sebenarnya RPP pada draft tahun 2002 sudah saf
tepat ketika memilih menggunakan istilah ‘pengakuan’ (recognis
Istilah ini memang berbeda dengan kata ‘pemberian’ (gran £). Istll
pengakuan mengandaikan bahwa negara atau pemerintah hat
bertugas mengukuhkan atau mendeklrasikan (fo declare), situl
atau kenyataan yang sudah ada.

'Pengakuan’ tidak berimplikasi pada pengenalan atau pemberli
hak-hakbaru. Sebaliknya, istilah pemberian mengandaikan membiy
atau menambah sesuatu yang baru. ‘Pemberian’ berimplikasi pa
pengenalan hak-hak baru. Hanya sayang, perumusan kritef
keberadaan masyarakat adat, prosedur konfirmasi dan pengukul
masyarakat adat, prosedur dan syarat pengusulan hutan ad|
beserta izin pengelolaan serta hapusnya keberadaan masyarakj
adat, membuat muatan istilah ‘pengakuan’ menjadi hilang. Artiny
ketentuan-ketentuan tersebut bukan malah menerjemahka
lebih konkrit konsep pengakuan, tapi justru menerjemahka
konsep pemberian. Hal itu bisa terlihat jelas ketika dijabarkal
bahwa identifikasi dilakukan oleh pihak luar, adanya keharus |
mendapatkan persetujuan dari pemegang izin, pengenalan istilal
izin dalam pengelolaan hutan adat dan boleh dihapuskanny
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b masyarakat adat.

jlaais Il semakin parah ketika pada DrafF RPP .Hl.lta]-’l Adat
il 1 Desember 2008 kata pengakuan tidak dipakai sama
bl {istera diganti dan dipersempit dengan kata penetapan, yang
g1k ihatlkan semua hak-hak bawaan masyarakat adat gugur.

Monpenal definisi Hutan Adat N

ghalipun RPP ini cukup bagus membuat defenisi tentang hu}IaE
il (pasal 1 ayat 3) dan menyertakan ma’lsyaralfat. dan toko
et wakat hukum adat dalam keanggotaan Tim Penilai, ketenm?nl;
Wliannya tetap saja mengesankan sikap mendua pemennka
Blain mengakui keberadaan masyaraka.tladat dan menetap ?’m
Wbt ailat, Ada beberapa hal yang bisa dla]ukf;\r} sebagai arg}m}en.
Lilainn, hak untuk mengidentifikasi diri sendiri (self-identification).

fii, kriteria masyarakat hukum adat. Ketiga, batasan-batasan,

Ll bentuk larangan untuk melakukan kegiatan, hanya boleh di

.lwu! liitan tertentu dan dapat dihapuskan.

J Wi Ini bertentangan dengan prinsip self-identification ){almt;
Aibenal dalam hukum internasional. Konvensi ILO 169 tahun 198
Witenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Asli di

Negara-Negara
L1 lokn memerintahkan peletakan self-identification S{.Eba ga 1 k i ll t:1,1;1]
{uinlymental dalam menentukan siapa yang patut dlsetcwiul f:r(nh;]i
Wy arakat asli (Indegenous Peoples) (pa.sal 1 ayat 2). Sed E;—?bk g‘ !
Al instrumen hukum internasione?l.lau‘mya .(Ko.nvenmb ak ! l}f:k
Wl Ikosob dan UNDRIP) self-identification diartikan sebagai o

witul |m-uwntukansiapayangberhakd?lnpatutuntuk d}kategon 1:mt
Whingai masyarakat adat. Untuk bisa dl}(&takan sebaga1 masyaraf a;
anlit n.vur-.{ng harus diakui dan diterima (recognized anfi ‘accz.?p,.:f))
Al kelompoknya melalui kesadaran kelompok (group consciousness).

Mendapatkan hak atas Hutan Adat ‘
Mondapatkan pengakuan atau pengukuhar_l sebagai maiyarazi(;:
likum adat tidak lantas dengan mudah bisa mendal:()ialt‘an o
mengelola hutan adat. Dibutuhkan tahapan tersendiri ugkgh
mengajukan penetapan hutan adat yang sangat terggntungtag o
liupati/ Walikota atau Gubernur nwngusulkan kepada men el e
tidak. Pada draft RPP tahun 2002, ditentukan bahwa penge\‘o a;a
hutan adat dibolehkan pada kawasan hutan KOI‘IS@Y\IFabI. Lé‘l]':
L awasan hutan yang telah dilekati hak pengelolaan dengan syara
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adalah persetujuan dari pemegang izin.

Hal ini tentunya menimbulkan kesulitan karena untuk u
syarat tersebut tentu saja sangat muskil untuk bisa dip
dengan dua alasan, yakni: (1) hampir seluruh hutan produksiu
terbagi habis ke dalam izin pengelolaan; dan (2) tidak mucaly’
pemohon untuk mendapatkan persetujuan dari pemegangy
Apalagi RPP ini tidak menyebutkan siapa yang diberi tang
jawab untuk berunding dengan pemegang izin agar membgf
persetujuan, apakah pemohon dibantu dengan pemerintah i
atau sepenuhnya tanggung jawab si pemohon.

Kamar Masyarakat DKN menyatakan bahwa kemustaly
pengakuan hutan adat juga semakin muskil, karena kawasan ¥
tidak dapat ditetapkan sebagai hutan adat adalah kawasan hi
Konservasi dan kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelol
hutan, izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan lil
(Pasal 3 Ayat (3) RPP versi Desember 2008). Ketidakmungkinan
karena sebagian besar masyarakat adat yang bermasalah ada dall
kawasan hutan konservasi dan hampir semua kawasan huy
produksi telah dilekati izin pengelolaan.

UPAYA MENEROBOS KEBUNTUAN HUKUM

Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang yang dibuat belu
bisa dilaksanakan segera setelah disahkan. Hal ini karena s¢
undang-undang masih memerlukan instrumen pelaksananya, dald
hal ini melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan menge
Hutan Adat dalam UU Kehutanan belum efektif untuk dilaksanaki
sampai sekarang karena PP-nya belum diterbitkan sampai sekaran|
Ketiadaan PP yang mengatur lebih lanjut mengenai Hutan Adl
menyebabkan tidak ada satupun produk hukum mengenai Hula
Adat yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan sampai sekaran
Padahal di beberapa daerah, permohonan untuk pengajuan huli
adat kepada Menteri Kehutanan sudah banyak diajukan. Menghaday
situasi ini, beberapa daerah berinisiatif untuk melakukan terobosa
hukum dengan menerbitkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda
maupun Keputusan Bupati yang memberikan pengakuan sekaligul

hak pengelolaan terhadap hutan-hutan yang dikelola oleh masyaraka
adat.

W Lol ada data resmi mengenai berapa jumlah prnvduk
i daeral yang mengakui keberadaan masyarakat adat sekaligus
Wl bentuk pengelolaan hutan yang dilakukan secara adat, atau
W Llilan Adat, Terlepas dari tidak adanya data lvrsg:but, penulis
S produk-produk hukum daerah mengenai pengakuan
Sal adalah inisiatif menerobos kebuntuan hukum di level

Sfiiilah Perda maupun SK Bupati yang peme’xh.diterbitkan
i | tijgakuan hutan adat, ada dua produk SK Bupati d.1 Kabupaten
gl dan Kabupaten Bungo yang tepat untuk dijadikan sebagai
Wi il dianalisa dalam tulisan ini.

# Hupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan
lan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten

)L

1% tibangan utama Bupati Bungo menerbitkan keputusan untuk

Wengukuhkan Hutan Adat Desa Batu Kerbau adalah bahwa
' . Iale

ft::u.m Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat,

Abiipaten Bungo merupakan kesatuan Hutan Lubuk (ada baiknya

Wy huitan lubuk diberi foor note) yang dikuasai dan dilindungi oleh

Wiy arakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, yang sebel umnya
il dituangkan dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Ba l}:
J il untuk pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April
Al Ini sebagai respon atas surat permohonan yang sebelumny:a
Ajukan oleh Kepala Desa Batu Kerbau melalui Surat Kepala
|44 Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Nomor 69/ BK/2001 tanggal
| Oktober 2001 perihal Permohonan Pengukuhan H};tan Adat
Auit Hutan Lindung Desa Batu Kerbau. Dengan pertunl?angann
juitimbangan tersebut Bupati Bungo menerbitkan SK Bupati Bungo
Lomor 1249 Tahun 2002 TentangPengukuhan Hutan Adat Desa
i Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungq yang luasnya
Wencapai 2199 hektar yang terbagi ke dalam 5 lokasi hutan adat.

ialam  keputusannya, Bupati Merangin menetapkan sejumlah
I lausul antara lain :

'engelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat

I\.'.l;upaten Bungo dilakukan berdasarkan hukum adatlyang LU
berlaku di Desa Batu Kerbau sebagaimana tertuang dalam Piagam
IKesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau untuk Pengelolaan
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Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001. (diktum 4)

- Kepala Desa Batu Kerbau melaporkan kegiatan pengeloly
Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kepada Bug
melalui camat minimal satu kali dalam setahun. (diktum 5)

Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyar

SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 (SK Bupati Meran|
287/2003) diterbitkan karena ada permohonan dari masyaral
Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Nomor. 57/2023/V /2
tanggal 19 Mei 2003 perihal Permohonan Pengukuhan Hutan Ag
Desa Guguk. Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya Bup
menerbitkan SK sebagaimana dimaksud di atas. Hutan adat yal
dikukuhkan melalui SK Bupati Merangin 287/2003 seluas 690
dengan batas yang tegas disertai titik koordinat dan melampirk
Peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SK tersebut.

SK Bupati Merangin 287/2003 juga menetapkan sejumlah atug
antara lain :

- Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk yay
merupakan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksy
dalam Keputusan ini, tetap merupakan Hutan Negara yan
pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Def
Guguk berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan denga
perundang-undangan yang berlaku (diktum 4)

- Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Desa Guguk sebagaimat
dimaksud pada Diktum PERTAMA dikelola oleh masyara
adat Desa Guguk dengan ketentuan hukum adat yang berlaku ¢
Desa Guguk dan telah dituangkan dalam Piagam Kesepakata
Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Gu gl
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin sebagaiman
terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatual
yang tidak terpisahkan (diktum 5)

- Dalam pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk  sebagaimani
dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan oleh Kelompo
Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lembag
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Vilat Desa Guguk , BPD dan Kepala Desa Guguk (diktum 6)

Fengelola wajib melaporkan pengelolaan hutan adat sebagaimana
dimaksud Diktum keenam kepada Bupati Merangin melalui
Lamat Kecamatan Sungai Manau setiap tahunnya dengan
fwmbusan  kepada Dinas Kehutanan dan Pengembangan
Sumberdaya Hayati Kabupaten Merangin sebagai instansi yang
mwlaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan hutan adat
onn Guguk.(diktum 7)

\pabila Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk menyimpang dari
aturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan
denpan kepentingan Nasional serta menyimpang dari Piagam
I enepakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima maka
kiputusan ini dapat dibatalkan.

il kedua SK tersebut di atas, secara umum keduanya diterbitkan

i nial merespon keinginan masyarakat adat dari kedua desa
Al menghendaki agar hutan adat yang telah mereka kelola secara
bl dhakui (dikukuhkan) dan mendapat jaminan perlindungan
il Negara, Jika dibaca melalui kacamata sosiologis, tentu :fajn
Spitisan Bupati di kedua Kabupaten tersebut sangat bermanfaat

Wi lwrkesesuaian dengan kehendak rakyat. Namun ji.kf’-l‘d.j pa'ndung
At wnpek legal formal, kedua produk hukum ini memiliki sejumlah
Bbingan sekaligus kelemahan.

Bl SK Bupati Bungo Nomor 1249/2002 selain merujukan dasar
Wik kepada peraturan perundangan mengenai Otonomi Daerah dan
Hipk ungan Hidup, SK ini juga merujuk kepada UU Kehutanan. Oleh
Liivin itu segala pengaturan yang tercantum dalam UU Kehutaf"laIT
Beilibu terhadap SK ini. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi
Bt an sekaligus kelemahan dari SK ini, yaitu:

Iri sisi prosedural, masyarakat adat desa Batu Kerbau Kecamatan
F'elepat Kabupaten Bungo belum pernah dikukuhkan melalui Perda
whagai syarat formal pengakuan keberadaan masyarakat adat,
whapgaimana disyaratkan oleh UU Kehutanan.

S i terlalu dini untuk dikeluarkan karena Peraturan Pemerintah

vang, mengatur lebih lanjut mengenai pengakuan keberadaan
imanyarakat hukum adat dan Hutan Adat belum diterbitkan.
Sementara dalam konsideran mengingat, SK ini merujuk UU

—~
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Kehutanan sebagai salah satu diantaranya.

- Dengan menggunakan interpretast futuristik® terhadap isi
Hutan Adat khususnya versi hasil harmonisasi tanggal 20 Ay
2009, disebutkan yang berwenang untuk mengeluarkan keputu
untuk menetapkan hutan adat adalah Menteri Kehutanan. Ol
karena itu, SK ini terancam dapat dibatalkan karena Bupati tid|
memiliki kewenangan menerbitkan SK penetapan hutan adl
apalagi sejumlah syarat lain yang diatur dalam RPP Hutan Ad
tidak terpenuhi oleh SK ini.

Dengan pertimbangan diatas, sebagai sebuah terobosan huku
karena ketiadaan Peraturan Pemerintah mengenai Hutan Ad
SK Bupati Bungo mengenai Pengukuhan Hutan Adat Desa Ba
Kerbau adalah sebuah kemajuan yang lebih mengedepankan asp
kemanfaatan dari sebuah produk hukum. Hal ini khususnya b
masyarakat adat yang selama ini mendambakan adanya pengaku
hukum dari Negara tanpa diembel-embeli syarat yang mustahil untg
dipenuhi. Namun perlu disadari bahwa dari sisi formal, SK ini memill
kerentanan apabila suatu saat pemerintah menetapkan Peraturi
Pemerintah mengenai Hutan Adat. Tahun 2004, Menteri Kehutan
sebenarnya sudah menerbitkan Surat Edaran No.S.75/Menhut-11/20)
mengenai masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi/ganti ru
oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai antisipasi terhadap tuntuld
masyarakat hukum adat di daerah dan panduan langkah yang hart
diambil oleh pemerintah daearah. Isi dari surat edaran Mentg
Kehutanan tersebut, justru diteruskan oleh RPP Hutan Adat, old
karena itu, keberadaan SK-SK Bupati yang mengukuhkan Hutan Ad
kemungkinan besar akan ditinjau ulang,.

Sementara terhadap SK Bupati Merangin 287/2003, jiK
memperhatian beberapa klausul didalamnya, justru SK ini seja
awal sudah menetapkan kriteria batalnya SK pengukuhan yait
jika pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk menyimpang dari aturd
perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengal
kepentingan Nasional serta menyimpang dari Piagam Kesepakatal
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima. Dengan merujuk kepad

® Interpretasi futuristik disebut juga sebagai penafsiran antisipatif adalah suatu metod
penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Metode int dilakukan dengan menafsirki
ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaedah-kaedah perunda
undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum, baca lebih jauh dalam Sudikno - Pit
mengenai Bab-Bab tentang Penemuan Hukum

W—

St Lidaran Menteri Kehutanan  No.5.75/Menhut-11/2004,
pb i secara normatif SK Bupati Merangin ini bertentangan,
c‘ﬂ-lnn nya mengenai syarat penetapan Masyarakat Hukum Adat
St s menggunakan instrumen Perda dan penetapan hutan
xﬂgl yang harus menggunakan instrumen Keputusan Menteri.

Hamun demikian, SK Bupati Merangin 287/2003, harus
| iapresiasi sebagai upaya
Wil sekaligus kepentingan masyarakat adat Desa Guguk
Wil mendapatkan pengukuhan terhadap hutan adatnya.
‘Lllllnll.m;.',.ln dari sisi manfaat, kehadiran SK Bupati ini lebih
wonjol dibanding dari sisi kepastian hukumnya. Bila kita

" Wethatikan, sampai sekarang, kedua SK tersebut tidak pernah
“lijuiinasalahkan  oleh Kementerian Kehutanan, meskipun

siiterian - Kehutanan  sudah  mengeluarkan  edarannya

ipenal panduan langkah-langkah yang harus diambil oleh
::;-au;: wbernur bila ada tuntutan pengakuan keberadaan
Wovarakat hukum adat dan pengukuhan hutan adat yang
\uila dlikawasan hutan. Pembiaran ini bisa ditafsirkan sebagai

. nm timaan Kementerian Kehutanan terhadap kedua SK tersebut.

wiin sikap Kementerian Kehutanan menjadi meragukan bila
Binbiacn RPP Hutan Adat yang tetap merumuskan sejumlah
Wiy arat yang besar kemungkinan tidak akan pernah terpenubhi.
Wian kata lain, masih terdapat gap (kesenjangan) antara

4 vang ingin diatur dalam peraturan perundang-undangan
b‘“l"ll'ntl\'.l di tingkat nasional dengan kehendak dan kebutuhan
Wb uin i masyarakat adat.

[ongan melihat analisa diatas, perlu upaya untuk lebih
Wiinbika ruang-ruang pengakuan yang berbasis kepada situasi
“oungpuhnya di lapangan, sehingga niat untuk memberikan

biwjahteraan bagi rakyat dalam pengelolaan hutan bisa
divijudkan. Jika melihat situasi hukum yang ada sekarang,
Wka untuk menciptakan ruang pengakuan yang lebih besar
Lapl masyarakat adat harus dimulai dengan melakukan revisi

filindap UU Kehutanan sebelum menerbitkan peraturan
puliksana lebih lanjut. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan
apar Hutan adat tidak tersandera oleh politik kehutanan yang
inih menaruh curiga terhadap keberadaan masyarakat hukum

wliat dan tuntuntan pengukuhan hutan adat.

HUTAN ADAT: Tersundera Politik Kehutanan

untuk mengakomodir

Saat ini belum

ada data resmi
mengenai berapa
jumlah produk
hukum daerah yang
mengakui keberadaa
masyarakat adat
sekaligus mengakui
bentuk pengelolaan
hutan yang dilakuka
secara adat, atau
disebut Hutan Adat.




: i [ a empiris
y harus dipenuhi oleh masyarakat adat.y.az}g secar
I :tl uebagg?;lasyarakat adat dan memiliki atau melakul;an
jelolaan hutan miliknya berdasarkan norma-norma adat

i konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan s
berikut : '

a. Bentuk pengakuan hukum terhadap keberadaan masy,
hukum adat dan hutan adat yang tercantum dalam p
perundang-undangan mengenai kehutanan masih menggul
pengakuan hukum bersyarat. Hal ini telah banyak n
kritikan karena tidak Mmampu menjawab tuntutan-tu
masyarakat adat yang justru diakui banyak pihak m,
mengelola hutan lebih lestari. Pengakuan hukum harus by
utuh, dalam arti memberikan ruang seutuhnya t

jaminan perlindungan kepada masyarakat adat yang meng
hutan adat agar merasa aman dari intervensi pihak lain,

b. Pengakuan bersyarat terhadap Masyarakat
diberlakukan  sudah  terbukgi tidak  pernah
dioperasionalkan karena muskil un dilakukan (pengecu
terhadap Perda Baduy). Oleh karena itu, sudah sewaja
pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap tata
pengakuan keberadaan masyarakat adat, :

C. Produk hukum daerah yang mengukuhkan keberad
masyarakat adat dan hutan adat adalah bentuk terobosan huk
yang bisa mengisi kekosongan hukum yang terjadi di ting
nasional sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat a
yang mendapatkan hak atas hutan adat. Namun penggunaan
Bupati sebagai instrumen hukum rentan terhadap gugatan d

hutan sebagai bagian dari hak bawaan, bukan hak beria
Selanjutnya adalah menyederhanakan tatacara dan persyarata
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ABSTRACT

ilen of conmunity based forest management and cqrr-n:-z-urr:ﬂ
Iy has already been interpreted by Ministry of Forestry ;—;1; }c{f%{m;
Wit since decade of 80s, such as Hutan I{emusyargkatm:f, - (
» Perhutanan Sosial (PS) etc. However it 1s.cc‘mszdered thfn‘ 1l ifzn IS
Wtlous arrangement on tenurial system. Ministry of fo-rea#ryt u{e;v; ;
W licenses for villagers who involve in the project of commgfu Yy ;at
:mnm;\;ement and community forestry untils 2007. Since th

World Agroforestry Center (ICRAF), 2000, Masyarakat Adat
Mengelola Sumber Daya Alam, Bogor.

Laudjeng, Hedar, 1999, Legal Opinion (draft)

terhadap UU Kehutay Wie. s the Ministry of Forestry issued PP Numbe; e ff,%gefﬁﬁ:
No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam bukuy Inkonsisle W ' Number 3/ 2008) Cgmm'unlty D@EIszmmtaczsfs to: the forest
Undang-Undang Kehutanan (San Afri Awang, ed.) Jurnal Manajen i lagers was declared. This program will deliver
Kehutanan-Edisi Khusus, BIGRAF, Yogyakarta.

Williger to state forest resources arround them. The Ministry of ﬁn;f:ttg
ﬂmr;m!r; to establish at least 5 million hectare of Hutan Kemasyara ,‘

(Hutan Kemasyarakatan) and Hutan Desa as the scheme.aj: comrm;nﬂ?i
Mientry due to reduce poverty, espea:cdly people who hvuj:g ;@a #
ﬁm*'.f.'u:: well as to reduce deforesfatw{':. Unfortunately, .m ! e}Ee k
there is no significant progress of the project after 3 year‘sﬂrunmr‘lg: 25"
o program arrangement and its inf:'mstru;ture, as well as mm;?;mq
comtmitment from local government is considered to be major problems.

AMAN, HuMa, RACA, ELSAM, Walhi,
Tentang Hutan"Adat, tidak diterbitkan,

Kamar Masyarakat DKN, tanpa tahun, Pendapat Kamar Masyarak

Dewan Kehutanan Nasional Tentang RPP Tata Cara Penetapan Iy
Pengelolaan Hutan Adat, tidak diterbitkan.

Mertokusumo, Sudikno., 1993, A. Pitlo,

bl Hukum”, Citra Aditya Bakti.

2003, Pendapat Terhadap R

“Bab-Bab tentang  Penemu

n ales i 3 ol an
! Dieartkan dari laporan studi Working Group Pemberdayaan Muayumkall Kt.mcnlnfn l;u?:tz::i
- ‘ i Mudi ini I [ NTB, Lampung dan Sulawes

W i eh Kemitraan, Studi ini dilakukan di DIY, N
N ) ying didukung oleh Kemitraan, & ni : B Lasapung. T
Llnlg |\|nutl t tahun 2010, Laporan asli studi tnd berjudul: “Potret Hutan Kemasyarakatan dan
K AT e Fa L L

o Antara Harapan dan Kenyataan,




PENDAHULUAN

engelolaan hutan di Indonesia dewasa ini belum beranjak;
Pdua persoalan serjus yang sudah sejak lama dihadapi,

kemiskinan masyarakat desa hutan dan kerusakan sun
daya hutan. Dua persoalan ini saling pengaruh-mempengy
hingga kalau kita mengacu pada laporan studi Haryadi dkk (2
dalam tingkat tertentu akan membentuk semacam lingkaran
yang tidak berujung-pangkal dan sulit dipecahkan. Berdasay
catatan CIFOR (2006), di Indonesia sedikitnya ada 48 juta orang ¥
tinggal di dalam dan sekitar hutan; sebagian besar dari mereka p
umumnya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan yang
di sekitarnya. Sekitar 15% dari mereka tergolong sebagai masyan
miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup tinggi ¢
memerlukan bantuan-bantuan nyata, baik di bidang pendidik

1998 (2,5 juta ha/ tahun). Kombinasi dua persoalan inilah yg
mendorong pemerintah, dalam hal inj Kementrian Kehutanan, un 'j
senantiasa mencari terobosan-terobosan strategis. Salah satu teroboy
tersebut adalah dengan mengarusutamakan program pemberdaya
masyarakat dalam penyelenggaraan kehutanan nasional.

Melalui model-model Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa da
Kemitraan, masyarakat mendapat kesempatan untuk bisa mengelol
sumber daya hutan yang ada di sekitarnya, demi meningkatka
kesejahteraan dan juga kelestarian hutan. Dengan demikian, tida
berlebihan kiranya kalau program pemberdayaan masyarakat deg
hutan bisa disejajarkan dengan apa yang selama ini sering diseby
sebagai kehutanan masyarakat, sebuah model pengelolaan hutan yan

THETERRT A 5 W Feesm s o

di Indonesia mulai mengemuka sejalk tlim-lm1;;;;.1:‘.|kannya Kongre
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Wbiin Dunia VI di Jakarta (1978) deng‘nn tema f'n."c's.'_/'r.:lf' f;tl‘[.;{h’t‘.
Bl hohitanan yang membuka partisipasi l‘l‘li].‘-iyi-‘ll".'lkill th?:‘:_u..;'l C a]am
bt lilaan hutan ini dipandang sebagai a[turna‘tll strategis da ,?1}1
uu-nn berbagai prsoalan kehutal?an' seperti kOl'lﬂlk. tenléll“leL;
teabun hutan, keamanan hutan, kemiskinan dan berbagai proble

Bh Lgan lainya.

4 bith mengutip pendapat Leslie (1989), model kehutaqaz
Il (10 sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Menuru}t?)tf)a, se;ai
aliiilibind pengelolaan hutan ditujukan untuk memenul i ber ag;:1
Bilulinn manusia. Atas dasar itu, semua be.ntul.c penye enggarﬁc
Bilin scharusnya bersifat sosial. Adalah ironis kalau i(elﬂLK.l:(::l:
i il pengertian baru yang bernama ”kehutananmas.y.al"a Eft ;“1'71:1
8l padda realitasnya, kehutanan masyarakat memlhklt .pt-i].‘l.g_ftllll:.ni
il dibandingkan dengan kehutanan yang selama 11.“111(, lp“f ldl‘ ’
shitanan  industri). Kehutanan masyarakat - chtn‘;y‘ .T‘;‘::';.,
S ehutnya sebagai people centre fqrestry = menurgt lku u\ (! ‘.‘ .“;
il pengelolaan hutan yang lebih mengutamaktlm Lle: it ?:;"
Blnjok  masyarakat tertentu, .khususnya mereka—fl.u I‘: .|l [\Im:;
Wniliki posisi ekonomi dan politik lemah. Semelntara ll‘u.[ ’ :l!|;1-1:,-,
plistil (sering juga disebut kehutanan konvensional), sci 1}33,? , (]1.,‘|
jp siidlah kita ketahui bersama, biasanya cenderung melakukan hi
Wi sebaliknya.?

i sekitar dasa warsa 70-an hingga 80-an gagasaj-lgl;agaj?r::
wilanan yang lebih menfokuskan diri pada aspek 5051:,?a dl‘ll"ld 1-1;‘,‘
“htik perhatian berbagaikalangan, dan pfarlahan-lahin m:t:(]ta = a;’
i yang mengalir ke mana-mana. Kita bisa menangkap aYkat tei];
i kongres kehutanan yang secara berturut-turut mengang

r:ul-.nl “Forest for Socio-Economic Development” (Buenos Aires, 1972) dan

it for People” (Jakarta, 1978). Sejak saat itu, berdasarkan catatan

Winluby, berbagai fakultas kehutanan juga mu_lai Ijnenyele'ngglare‘irin
buun dan pelatihan yang terkait dengan isu-isu sosial. Stlc-}
ililah barupun bermunculan, dari mulai community forestry, socia

Wity farm forestry, forestry for community develogfiment, village forestr}g
Wity hrr.sed_foresi.‘ managenment, dan lain sebagmya.,' yanbg 1&1111.1(.;2;111131’1
iy .nnlimikan satu pesan: bangkitnya kesadaran,l jika bukan a,
“ninl (etika sosial??) dalam penyelenggaraan kehutanan.

:I||P1]
1 o - =Y aT=2 . lh o
Ajnknya berbagai kalangan mulai menyadari bahwa keberadaan [

s sstoby: The Purpase of Forests, Basil, Blackwell, UK. 1987)
A1 Leslie (Pendahuluan dalam buku Westoby: The Purpose of Forests
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masyarakat, kKhususnya mercka-mercka yang tinggal di sekil
hutan, adalah faktor penting yang tak bisa dikesampingkan beg
saja. Mereka bukanlah sosok yang mengancam sebagaimana
raksasa dalam kisah Jack and The Bean Stalk. Pengalaman selama |
menunjukkan: penyingkiran dan pengabaian kepentingan merek
justru  membuahkan berbagai persoalan yang mendorong |
kerusakan hutan. Dan pendekatan keamanan, sebagaimana yal
pernah diandalkan dalam penyelenggaraan kehutanan konvensiony
ternyata juga tak cukup ampuh mengatasinya. Barangkali kare|
memang hutan bukanlah pabrik sepatu yang bisa dijaga selama 24 j
sehari. Hutan bukanlah komoditas, melainkan habitat bagi beranek
ragam mahkluk hidup, tak terkecuali manusia. Maka bangkitnya e
sosial dalam penyelenggaraan kehutanan, sesungguhnya merupak|
satu keniscayaan. Kehadirannya seperti mengembalikan fungsi huf
yang selama ini hilang akibat tindakan-tindakan abstraksi oleh re
kehutanan konvensional, untuk tidak mengatakan rezim kehutan
industri.

Kendatipun demikian, proses internalisasi etika sosial dalal
penyelenggaraan kehutanan tidaklah sesederhana yang digambarka
Paling tidak, mengutip catatan FAO, (1992) pada tahap yang palin
awal, proyek-proyek etika sosial semacam itu - baik dalam ben
community forestry, social forestry, farm forestry maupun yang lainng
- selalu berhadapan dengan kegamangan.® Di tingkat spirit, proy:
etika sosial penyelenggaraan kehutanan memang berbicara bany
mengenai kepentingan masyarakat lokal terhadap hutan. Di tingki
praksis, meminjam istilah Leach dan Mearns (1988), umumnya etik
sosial selalu terjebak pada hal-hal sederhana seperti sekedar merespg
kebutuhan kayu bakar masyarakat.* Skema-skema yang ditawarka
belum sepenuhnya memberikan peluang bagi masyarakat lokal untu
terlibat dalam penyelenggaraan kehutanan.

Kegamangan demikian boleh jadi karena apa yang dinamakan etik
sosial, oleh sebagian besar birokratkehutanan masih dipandang sebagg
hal yang tidak menjanjikan, untuk tidak mengatakan mengancal
kelestarian hutan. Maka wajar saja kalau kemudian mereka han
merancang proyek itu secara minimal, semata-mata untuk mengatasi

uhi - tekanan-tekanan dari lembaga donor.® Hanya i
3 Forest Trees and People op.cit. him.4-5
4 Leach dan Mearns (1988) dalam Forest Trees and People. fhid. hlm.3
5 Di berbagai tempat, proyek etika sosial penyelenggaraan kehutanan, seringkali hanya diterjemahka
berupa pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pembuatan hutan baru (penanaman ), Proyek

feinyata tidak. Dalam publikasinya mengenai 10 tahun kehutanan
Wy atakat (community forestry), FAO dengan bagus menggambarkan
Lllmp_ui kendala yang lain. Pertama, sejauh ini ternyata kita tidak
Wl lunyak mengenai mekanisme sosial yang terjadi di kalangan
Wity arakat akar rumput. Kedua, relasi masyarakat dengan hutan yang
Wb i sekitarnya bersifat sangat kompleks, tidak hanya mengacu pada
S0k anpek material, akan tetapi juga immaterial. Ketiga, perspektif
iiannan  kehutanan seringkali gagal menangkap realitas di
putgan. Dan yang keempat, lemahnya konsepsi proyek etika sosial
i

Hilisan berikut ini adalah upaya untuk menggambarkan sekaligus
Welilat sejauh mana program pemberdayaan masyarakat desa hutan
iy diluncurkan oleh Kementrian Kehutanan sebagai tafsir atas
m“"'l' kehutanan masyarakat dijalankan di lapangan. Bagaimana

Wptain ini direspon oleh kalangan pemangku kepentingan, termasulk
dilulamnya masyarakat desa hutan, dan kemudian dipersepsikan oleh
Bilupal pihak, baik oleh kalangan pemerintah maupun organisasi-
Wpaiinasi non pemerintah yang banyak tersebar di berbagai daerah.
Pupiam Pemberdayaan Masyarakat yang diluncurkan sejak tahun
Al inl dipandang memiliki peranan yang sangat penting dalam ikut
Winbulka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang ada
il wkitarnya, sekaligus menyelesaikan dua persoalan kembar yang
Slaly disebutkan di muka: kemiskinan dan kerusakan hutan.

TAMBAL SULAM KEBIJAKAN

Mnberdayaan masyarakat setempat adalah program Kementrian
Foliitanan yang diluncurkan sejak tahun 2007, khususnya sejak
Ailvibitkannya PP No. 6/ 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Winana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Peraturan pemerintah
i kemudian direvisi menjadi PP No. 3/ 2008). Program ini dirancang
bisa menjadi payung berbagai program pemberdayaan

Wil

Saneam iu hampir tidak pernah terkait dengan kegiatan pengelolaan yang lain seperti perencanaan,
oeliharnan, pemanenan dan pemasaran. Akibatnya, yang sering terjadi, masyarakat harus
S dalam waktu yang cukup lama untuk bisa memperoleh hasilnya, padahal kebutuhan
Sl tangea vang mendesak menuntut pemecahan yang relatif cepat. Gagalnya proyek-proyek
Lolitnnnn sosial di Jawa, antara lain, disebabkan oleh kesenjangan semacam itu. Situasi demikian
Sibinwa dampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang hanya setengah-setengan, untuk tidak
wienntnlean sangat lemah.

© Lutent Trees and People op.cit. him.4
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‘quhn IHutan Kemasyarakatan, masyarakat dapat memperoleh hak
Linlantan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Dalam permenhut
4007, proses pemberian ijin jangka panjang pcngelolaap Hutan
By arakatan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan
Siclapan areal kerja Hutan Kemasyaraka_t.e.m oleh Menhut, setelah
Wbt vnulan dari bupati. Ada dua jenis perijinan dalam }?epgel’ola%an
Mt K emasyarakatan yang dijelaskan dalam permenhut ini, yaitu:

masyarakat desa hutan yang selama ini diselenggarakan di beber
direktorat, baik Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutan
Sosial (RLPS), Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konse v
Alam (PHKA), maupun Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutaf
(BPK). Dengan adanya payung ini penyelenggaraan progi
pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa lebih terintegrasi (
terkoordinasi dengan baik, dan pada gilirannya bisa member
manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyari
desa hutan dan kelestarian sumber daya hutan.

Di dalam PP 6/2007 (atau PP 3/ 2008) diamanatkan baly
pemberdayaan masyarakat setempat terutama ditujukan unt
meningkatkan  kesehteraan masyarakat melalui pemanfaal
sumber daya hutan yang adil dan optimal. Untuk itu pemberdayj
masyarakat desa hutan menitikberatkan pada dua hal yang dipandaj
sangat penting yaitu peningkatan kapasitas dan pemberian ak
masyarakat terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarny
Berdasarkan peraturan pemerintah ini pemberdayaan masyarak
setempat menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat, propinsi maupl
kabupaten/ kota; yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawi
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

| ljin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHutan
lLemasyarakatan), yang dikeluarkan oleh Bupati atau -
(;ubernur untuk lintas kabupaten. IUPHutan Kemasya.rakatan i
merupakan fjin usaha pemanfaatan hasil hutan selain kayu
pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

' ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Kemasyarakatan (IUPHHK Hutan Kemasyarakatan), yang
diberikan oleh Menhut dan Menhut dapat men.dulcgumk-.m
pemberian ijin itu kepada Gubernur. TUPHHK ||I.Il'.'d!l
Kemasyarakatan merupakan ijin usaha pemanfaatan hasil
hutan I.Zayu dalam areal [UPHutan Kemasyarakatan pada hutan

produksi.

Pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat dilaksanakan melall bigiatan  pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada hutan

tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan kemitraaf Wonluksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan
Ketiga skema tersebut dapat diselenggarakan di semua kawas L“" lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayuf
hutan, kecuali kawasan konservasi yang model pemberdayad w”“mr:lllm hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan di
masyarakatnya akan diatur dengan peraturan tersendiri. Unty |m|.m lind ung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

melaksanakan skema-skema pemberdayaan masyarakat sebagaiman
yang sudah disebutkan di muka, kementrian kehutanan menerbitkal
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II /2007 tentan|
Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49,
Menhut-II/2009 tentang Hutan Desa. Untuk model Kemitraan sampa
dengan studi ini dilakukan peraturan menterinya belum diterbitkan,

il ungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Secara umum,
‘vinn pengembangan Hutan Kemasyarakatan menurut P.37/2007,

dapat dilihat pada tabel berikut:

Hutan Kemasyarakatan.

Menurut P37/2007, Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negar
yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakaf
masyarakat. Kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk Hutan
Kemasyarakatan adalah hutan lindung dan hutan produksi,




Tabel 1. Gambaran umum pengembangan Hutan Kemasyaral

ladn (1) Di lihat dari aspek teritorial, Hutan Desa adalah hutan
menurut P No.37/ 2007

Jnanuk dalam wilayah administrasi sebuah desa Idefinitif, dan
b an oleh kesepakatan masyarakat. (2) Di lihat dari aspek status,
1ona adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah
\ntrasi desa tertentu, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagal
\ Desa, (3) Di lihat dari aspek pengelolaan, Hutan Desa adalah
i hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat
\ watu wilayah administrasi desa tertentu, dan dltetapkan
~bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah
| Hutan Desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.
ilihat dan perspektif UU No.41/99 tentang kehutanan, khususnya
pwnjelasan pasal 5 ayat (1) Hutan Desa adalah hutan negara
~likelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
Vengertian ini dekat dengan kategori pengertian butir (2) di atas.
wian Pemerintah 6 tahun 2007 Jo PP 3 th 2008 tentang
Iutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
wilantan Hutan mengakui bahwa Hutan Desa merupakan salah
pwimberdayaan masyarakat selain Hutan Kemasyarakatan dan
iltaan. Dalam PP ini, Hutan Desa dapat diberikan pada hutan
Wiy dan hutan produksi. Selanjutnya, Pemberdayaan ma!syarakat
jpat melalui Hutan Desa dilakukan dengan memberikan hak
\wlolaan kepada lembaga desa. .
Permenhut P.49/2008, Hutan Desa diartikan sebagai hutan
1a yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untukkesejflhteraan
serta belum dibebaniizin/hak. Pemanfaatanyang _dapa.t dilakukan
i hutan produksi adalah memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, |
wanfnatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil
i kayu dan bukan kayu. Sedang pada hutan lindung adalah =
wanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan |
i kayu. Secara umum, skema pengembangan Hutan Desa
wirut 17.49/2008, dapat dilihat pada tabel 2

| Pengembangan kapasitas dan pemberian akses
masyarakat setempat dalam mengelola hutan lestari
Hutan lindung dan hutan produksi

jin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (JUP
an ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Kemasyarakatan

¢ IUPHKM oleh Bupati setelah ada penetapan areal of
Menteri Kehutanan '|
IUPHHK oleh Menteri Kehutanan
elompok dan Koperasi

andiri dan kemitraan

L]

Kebijakan pendukung Hutan Kemasyarakatan juga dikembang
oleh beberapa pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi ma
kabupaten. Misalnya saja di Daerah Istimewa Yogyakarta, gu
menerbitkan SK Kelompok Kerja Hutan Kemasyarakatan,
gugus tugas multi pihak yang bertugas mendorong implemer
program Hutan Kemasyarakatan di propinsi tersebut. Hal yang sa
juga terjadi di Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Te

Di beberapa kabupaten seperti di Gunungkidul (DIY), Lombok
dan Lampung Tengah, gugus tugas yang secara khusus mendorg
program Hutan Kemasyarakatan juga dibentuk. Di tempat-tempal
mana ada dukungan kebijakan daerah sebagaimana yang diceritak
dimuka, padaumumnya Hutan Kemasyarakatan mengalami dinam
yang lebih baik dibandingkan di tempat-tempat yang lain.

Hutan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah no 5/2006, Desa atau yang disek
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatu
masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yai
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyar
setempat. Pengaturan batas berdasarkan asal-usul dan adat isti
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahs
Negara Kesatuan Republik Indonesia. ) ,
Pengertian Hutan Desa dapat dilihat dan beberapa sisi pandan




Tabel 2. Gambaran umum pengembangan Hutan Desa menuy
49/ Tahun 2008.

Memberikan akses pengéblaa;sumberaaya il

W d_an._'tIUJ__L.l_an _ kepada masyarakat setempat melalui lembaga das
Areal kawasan _| Hutan lindung dan hutan produksi

| Perijinan

Tenurial/ kepasti
o ljin pengelolaan Hutan Desa (IUPHD) dan ljin

Pemanfaatan has | Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (JUPHHK) pada Hil
L | Desa yang berada pada kawasan hutan produks.
| Jangka waktu | 35 tahun .
o | * IUPHD oleh gubernur setelah ada penetéﬁan"‘
Pemberi ijin oleh Menteri Kehutanan

_ * _IUPHHK oleh Menteri Kehutanan _
Kekembagaan pen 9 oa :.;g:{lj::g)a desa yang diamanatkan oleh peraturan doy

Mandiri dan kemitraan

Skema pendanaan

TARGET NASIONAL

Pencanangan target nasional Hutan Kemasyarakatan pertama
disampaikan pada kesempatan acara puncak penyerahan ijin df

tahun 2015 akan mencapai kawasan seluas kurang lebih 2,1 juta he
Target nasional Hutan Kemasyarakatan kemudian ditingkall
menjadi 5 juta hektar sampai dengan tahun 2020. Ditambah deng
Hutan Desa yang belakangan ini ditargetkan seluas 2,5 juta hekf
maka secara keseluruhan program pemberdayaan masyarakat s
hutan di di Indonesia akan mencapai sedikitnya 4,6 juta heky
satu luasan cukup besar kalau dilihat dalam perspektif komitm
pemerintah dalam hal pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ang|
ini setidaknya hampir mencapai separuh dari luasan jin pengelolag
hutan yang pernah diberikan pada para pemegang konsesi (baik HI
maupun HTI) yang kurang lebih 10 juta hektar.

Jika memang target nasional Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Deg

ini bisa dicapai, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi nega

| an D
Phiam Hutan Kemasyarakatan dan Hutan

{ITRY

Slipainya.

P IR RAANE SR EIRRARARERARER RRE
' Helennh Hatl Pengelolaan Hutan Berbasls Masyarakat Verst Reme

et apkan model pengelolaan hutan hvle?lglym;h}:-?r:otal
| i ; as ini mendekati 5% da

o il dunia -~ angka luasan Ini me O
' -'::; di Indonesia yang mencapail 120 juta he,ktari-a&l,?a);aﬁggzn
y Wil pencapaian target nasional Hutan Kema?:syah syl
. "ll-m‘ll nsih sangat memprihatinkan. Selama ?)ersa it
bt (ogram Hutan Kemasyarakatan.dan Hutar} e
§ Lunban, Dari catatan yang ada di Kemenllcr::aan S
4 lenpan tahun 2009, luas Hutan Kemasy.ial‘za:}z;als73 gemar e
' ) i dan Verifikasi ncapai 203. ;
. ialuasi dan Verifikasi baru me : s
" i::: : iy sudah dicadangkan baru mencap;1 il(‘f.445 hektar
| “diter ii ar.
ms-luh diterbitkan ijinnya baru seluas 7.753 he

C o 9, luasan
Wi o untuk Hutan Desa,ﬁiampgl dtl";ﬁz.l; ::;1;1162257 S
' : - ifi aru "
¢ ilaly dievaluasi dan verifikasi : . & hokiar,
:'l*'l.l' |'I dicadangkan baru sepert1;gan?ra£, Sggk]rnx; k%f T s
F v literbitkan ijinnya seluas 2990 ) »
‘ |'iﬂl:llll 'Ilni-:'lll‘l-ll chl-‘s(giuruhan maka total luas d:al‘l pr'oé_l%‘ E-ll?thll‘lu-:t:“.
: :\ :lll :alj.ul.m dan Hutan Desa baru mencapa - .8{}"1‘n11: '-‘ll Alyl};k’:
apkan dan 10.109 hektar yang sudah diterbitkan iji 1i 4}:11.-111 rkan
?IL};“' tidak mencapai 1% dari target tahunan yang dicanang

S0 000 hektar,

asyarakatan
b Lahiin 2010, largetnasionalpengembanganH‘utiar;Ki:‘tlz{wn 2020,
ikt ditambah menjadi 5 juta hektar sampai Lehjg‘;;ekad Presiden
'mnl whan target ini semata-mata G Il?emecli;uh"ldonesia sampai
. Ay 1hin menurunkan emi.si gazt“;r;‘;l;ler:iian besar ini tentu saja
AN = i %J,n tllk-mezcziixégis Zntuk mendorong pengembanga.n
i lukan berbagai upay esa di lapangan, baik

ij , infrastruktur dan lain
Ay, menyangkut kebijakan, kelembagaan
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Tabel 3. Kemajuan Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan D
di Tingkat Nasional s/d Tahun 2009,

Program Kemajuan

1. Kegiatan evaluasi dan verifikasi telah
dilakukan pada calon areal seluas 203.573,18°
hektar di 17 Propinsi, 41 kabupaten; yang
direkomendasikan layak untuk dicadangkan
sebagai areal Hutan Kemasyarakatan sekitar
175.556,19 hektar.

2. Penerbitan SK Menhut pencadangan areal
Hutan Kemasyarakatan seluas:11.980,06 Ha di
7 propinsi, 11 Kabupaten.

3. Semakin berkembang usulan permohonan

Hutan Kemasyarakatan pencadangan areal Hutan Kemasyarakatan
dari daerah.

4. Telah diterbitkan P.37/2007 dan revisinya
P.18/2009, serta Tata Cara Pelaksanaan Hutan
Kemasyarakatan (Juklak).

5. Telah disusun NSPK (pedoman)
Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan

1. Kegiatan verifikasi telah dilakukan pada calon
areal Hutan Desa seluas 6.687 hektar di 4
kabupaten; yang direkomendasikan layak untuk
dicadangkan sekitar 3.236 hekiar.

Hutan Desa 2. Penerbitan SK Menhut pencadangan areal
seluas:2.356 Ha di 1 Kabupaten.

3. Semakin berkembang usulan permohonan
pencadangan areal Hutan Desa dari daerah-
daerah.

Sumber: Kementrian Kehutanan Republik Indonesia 2009

Disamping persoalan-persoalan sebagaimana yang telah disebutkan(
muka, persoalan lain yang terkait dengan angka target pengembangga
Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa yang cukup bombastis il
adalah tidak mudahnya mengalokasikan kawasan hutan yang benal

benar clear dan clean sebesar 5 juta hektar. Sejauh ini sebagian besi

kawasan hutan negara telah dipenuhi oleh berbagai ijin pemanfaatar
u baik HPH, HTI, perkebunan maupun pertambangan, yang antara sat
dengan lainnya terkadang saling tumpang tindih, Kawasan-kawasal

Wil mudah untuk diselesaikan. Klaim adat bahkan juga terjaldi d'{
Vi iinn-kawasan HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan. Situasi

W loial Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa yang sebesar 5 juta
il L sampai dengan tahun 2020.
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W i luar itu sering kali juga dipenuhi oleh klaim-klaim adat yang

giicam itu menjadi kendala tersendiri dalam pencapaian target

PROGRAM YANG MINIM INFRASTRUKTUR

gipal dengan tahun ke 3 sejak diterbitkannya PP No. 6/ 200:7,
Wyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan H1:1tan Desa masih
ik iikan secara sporadis, belum didukung oleh 1nfrastrukth atau
Siunpkat-perangkat yang memadai - kecuali perangkat.kebl]akan.
Mg wajar kalau di berbagai tempat mengalami kendala-

Riilala yang sangat serius seperti percepatan yang 1emah,‘target
il pernah bisa dicapai, tidak memiliki perencanaan strategis, dan
Llerung betumpu pada program-program yang berjangka pendek.

llan salah satu infrastruktur penting yang diamanatkan, yakni

I yang dalam hal ini menjadi penanggungjawab pengembangan
Mt Kemasyarakatan dan Hutan Desa, di bel:.oerapa tempat belum
Aihentuk, Kalaupun sudah terbentuk, seperti di DIY, Lampung dan
Wiliwesi Tenggara, pada umumnya KPH belum menganggap bahwa

iyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan De.sa menjadi
g“mn dari tanggungjawabnya, sebagaimana yang dllamanatkaln
|y I'P6/ 2007. Disamping itu KPH yang terbentuk juga masnh'
wiipn model, belum menjadi produk kebijalfan, mengm.gat sampai
wharang perdebatan tentang KPH belum juga selesai, tt.arutama .
Ly menyangkut eselonisasi dan keberadaannya afpakah di bawah
tm \wrintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Berikutini adalah beberapa
Jeen infra struktur pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan
Witin Desa yang sejauh ini mengalami beberapa kendala.

b osituan Pengelolaan Hutan

Mungacu pada PP 6/ 2007 yang kemudian direvisi menjadi PP 3/‘ 2008,
) toatuon Pemangkuan Hutan (KPH) di.deﬁnnslkan sebagai wilayah
penyelolaan hutan yang sesuai fungsi poknkhdan p(?rlimt.uk‘ann.ya dan
dupat dikelola secara efisien dan lestari. Wilayah ini Cllpll‘l‘lpl‘l‘.l oleh
Worang Kepala KPH yang memiliki kvwvlmngun dan tanggungjawab
iiihiadap  pengelolaan  hutan di wilayahnya. Wewenang dan
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tanggungjawab itu setidaknya meliputi 5 hal: pertama, tata hutan
penyusunan rencana pengelolaan hutan; kedua, pemanfaatan
ketiga, penggunaan kawasan hutan; keempat, rehabilitasi hutuy
reklamasi; dan kelima, perlindungan hutan dan konservasi alam,
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada dasarnya adalah baglan
system penguatan pengurusan hutan nasional, pemerintah proy;
dan pemerintah kabupaten/ kota, yang melingkupi tiga fungsi I
yakni produksi, lindung dan konservasi. Dan mengacu pada |
[T ayat 2 PP 6/ 200, bahwa pada areal tertentu dari hutan lindy
produksi dan kawasan konservasi dapat ditetapkan sebagai Hj
Kemasyarakatan, Hutan Desa, hutan adat dan kawasan dony
tujuan khusus (KDTK), yang penyelenggaraannya berada di b
tanggung jawab kepala KPH. Dengan demikian, langsung atau
tidak, seorang Kepala KPH sesungguhnya memiliki tanggungjay
penuh dalam hal pengembangan program pemberdayaan masyaril
setempat, yang implementasinya dilaksanakan melalui progy
Hutan Kemasyarakatan Hutan Desa dan kemitraan.
Berangkat dari hal tersebut di atas, maka posisi KPH dal
pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa ad
sangat penting, untuk tidak mengatakan vital. Lembaga KPH adal
lembaga yang secara operasional menjadi pelaku utama (oper
untuk mengembangkan program ini, khususnya yang terkait deng
perencanaan strategis penyelenggaraan Hutan Kemasyarakall
dan Hutan Desa di wilayahnya, peran yang sejauh ini tidak
yang memainkannya. Di beberapa tempat seperti di Jogjakarta
Lampung, peran ini diperankan oleh gugus tugas yang ada di tingh
propinsi, yaitu kelompok kerja Hutan Kemasyarakatan (Pokja Huly
Kemasyarakatan) di Jogjakarta dan Forum Hutan Kemasyarakatan
Lampung.
Sejauh ini pembentukan KPH masih mengalami berbagai kendall
karena persoalan-persoalan seperti eselonisasi, apakah KPH aka
menjadi organ pusat atau daerah, apakah akan mengikuti bentang ala
berdasarkan DAS atau wilayah administrasi pemerintahan dan lalf
sebagainya. Kalaupun ada beberapa daerah yang sudah membentul
KPH, sifatnya baru sekedar KPH model, itupun belum semua daerq
memiliki KPH model. Maka cukup beralasan kalau kemudian d
beberapa tempat pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutay
Desa tidak memiliki penanggungjawab yang jelas. Disamping itu,
fungsi KPH sebagai penanggungjawab pengembangan program Hutan
Kemasyarakatan dan Hutan juga perlu diinternalisasikan dengd

HUEAN BREMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA:
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i engingat di tempat-tempat yang sudah mm.niliki KPH, seperti
Wi, Sultradan DIY, Kepala KPHbelum memainkan peranan yang
il untuk menyelenggarakan program Hutan Kemasyarakatan
\ .Hnt.m Desa. Boleh jadi karena mereka tidak merasa bahwa salah
| lunpgpungjawabnya adalah mengembangkan program Hu.tan.
Sy arakatan dan Hutan Desa. Di tempat-tempat yang menjadi
2 ttudi (Lampung, NTB, DIY dan Sultra). pengembangan Hutan
anyarakatan dan Hutan Desa lebih dimamkfm oleh gugus tugas
il seperti Pokja Hutan Kemasyarakatan di F)IY, Forum Hutan
My arnkatan di Lampung, Sultra dan NTB dari pada oleh KPH.

¥ Wakan Proaktif

Livarkan P 37/ 2007 (vang kemudian direvi.si mgnjaﬁ:li‘r’ 18/ 20[)9
g ' 14/ 2010) dan P 49/ 2009 (yang kemudian direvisi 1_11vnjad| ¢
i), pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hul&'m. Desa
Ml menckankan pada partisipasi masyarak_at yang.adu di akar
gl (bottom up) Gagasan ini nampak C-lal"l Stl‘ﬂt(‘}.‘,l [,1L_"|](_|g|||;|,|||
W (ikembangkan yakni mandiri dan kemitraan, serta pelimpahan
Bujian besar urusan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
Il lutan Desa kepada pemerintah kabupa_ten/ kota. Dengan
'ﬂll'i'-' seperti ini masyarakat dan para pihak di daerah, k.hu.uusnyu
Winrintah kabupaten/ kota, juga pemerintah desa, senantiasa harus

I'hl“ll melakukan pendampingan, membangun kelembagaan dan

W hpjukan usulan-usulan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
jpuila Kementrian Kehutanan.

"ﬁlllj-ﬂwl” pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

iy cenderung bersifat pasif ini pada tingkatan tertentu bisa dipahami.
Ailaknya kalau mengacu pada program Hutan Kemasyarakatan
Wiy masa yang lalu (SK Menhut No. 622/ Kpts-11/1995, SK Menhut
W 077/Kpts-11/1998, SK Menhut .NO' 31/ Kpts~II/2_go1) peran
jumerintah pusat yang terlalu dominan, termasuk _dl da?a_mnya
deiipan menyediakan skema pendanaan program, serlpgkah justru
wienjndi boomerang. Para pihak di daerah, baik pemerintah daerah
W pun kelompok masyarakat, cenderung memandang bahwa Hutan
I vinasyarakatan adalah kegiatan yang bersifat keproyekan. DanTpak
url persepsi semacam ini cukup fatal: Hutan Kemas_;yarakatan tidak i
I berkelanjutan, bahkan di beberapa tempat nu‘nylﬁﬁkejn persoalan |
wimial dan lingkungan - akibat dari terbengkelainya lahan-lahan
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“bekas” proyek Hutan Kemasyarakatan. Tolong berikan contoling

Kendatipun demikian, kebijakan pasif sebagaimana P 37/ 20}
49/ 2009 dan segenap revisinya juga bukannya tidak menyig
persoalan, apalagi ketika dihadapkan pada angka-angka targel y
sudah dicanangkan. Bahkan keputusan pencanangan target di has
dukungan kebijakan pasif itu sendiri sudah bersifat problem
karena pencapaian target membutuhkan sesuatu yang proaktif, il
bisa hanya bersifat pasif. Apalagi kalau dikaitkan bahwa Hy
Kemasyarakatan dan Hutan Desa adalah program pemberday
masyarakat, maka asumsinya adalah bahwa masyarakat sasg
program adalah kelompok-kelompok rentan yang tidak berd
dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signiflk
Mengharapkan inisiatif dari kelompok-kelompok seperti ini ac
sesuatu yang sulit diwujudkan.

Bahwa salah satu kendala pengembangan Hutan Kemasyarakal
dan Hutan Desa adalah tidak tersedianya infrastruktur kebijak
proaktif, sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu, belaka
ini mulai disadari, oleh karenanya Kementrian Kehutanan K
sedang mencoba menyusun strategi baru. Dua jalan yang ditempi
adalah dengan menyediakan peta indikatif dan membangun Kely
Bibit Rakyat (KBR) yang diharapkan bisa menjadi sumber
alternative bagi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Ini sem|
ditempuh sebagai perwujudan dari dimulainya era kebijakan proak
(mengkombinasikan pendekatan bottom up dan top down) daly
pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa -, mod

sampai triwulan pertama tahun ini belum terimplementasikan |
lapangan.

Pendampingan

Pendampingan adalah satu hal yang selama ini memegang perana
penting bagi pengembangan program Hutan Kemasyarakatal
dan Hutan Desa di lapangan. Ini terbukti dari sebagian besar arg
Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa yang sudah ditetapkan da

diterbitkan ijinnya pada umumya adalah areal-areal yang di san

ada kegiatan pendampingan atau fasilitasi - umumnya dilakukal

oleh lembaga swadaya masyarakat. Misalnya saja untuk pengusulaf
Hutan Kemasyarakatan di Lampung peran WATALA sangat besaf

A BT B e R T IRIN  ——
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Wbt [osn di Jambi didorong secara gencar olvl.“u WARSI, pvn,:rhlt'an
0 dan I\'vn.m.v.yamkatan di DIY tidak bisa dilepaskan dari peran
W UHTOREA ,IJAVLEC, dan DAMAR; pcngmnbapgan Hutan
by arakatan di wilayah NTB secara bersama-sama didorong oleh
ALANTA, KOSLATA dan KONSEPSL

{iiipat-tempat di mana tidak ada kegiatan pendampggan{iaz
st pada umumnyaHutanl(emasyargkat'andanHutan esa ti ?ﬁ
gupnlami dinamika yang cukup berarti. Di tempat-tempat segi

M balikan seringkalikali Hutan Kemasyarakatar} da.n Hutljn ‘[S]a
Puiilang negatif oleh masyarakat setempat, baik disebab an‘ 0 Iew
Wik tnhuan mereka tentang skema tersebut maupun pengalaman
#ivkn selama ini terlibat dalam program-program kehutanan yang
Wiy a tidak pernah berkelanjutan. Di Buton misalnya, n.m.sb.j.n 1: _d]\d.i
sl mempertanyakan apakah benar denganHutan.Kemgayq].;I ;lldl.l
i Hlutan Desa masyarakat akan bisa memperoleh }amman. rahwa
Wik tidak akan diusir dari dalam kawasan. Hal yang H-‘.II‘II"I |t]|y,.|
Bjuli i Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Maka wajar saja kalau

i {1 pat-tempat seperti ini Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

Wlil berkembang dengan baik. Kendala lain dalam pengembangan

Hiwlain Kemasyarakatan dan Hutan Desa adalah lemahnya km‘n-dnum‘
Wi Kementrian Kehutanan dengan Pemerintah Daerah, sejak dari

uncanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi termasuk

Pdlampingannya.

. Wliin melakukan pendampingan dan fasilitasi, pada umumnya1
'Llllh.l;nl swadaya masyarakat bekerjasama dengan gugus-gugus

Wiin Hutan Kemasyarakatan yang ada di.Dinas Kehutanan, se;pi;:
Pt Hutan Kemasyarakatan di Sulawesi Tenggara, Lampu(?_g, [L)fY
M Tenggara Barat, serta Pokja Hu_tan Kemasyarakatan ;1 0 :
b beradaan gugus tugas seperti itu dipandang sangat bergrb égn
pungembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. T;gllc‘:n
Aaii pugus tugas ini bahkan memegang peranan sangat IJ\];qta S; .
wienidorong perkembangan Hutan Kema‘lsyaral(atarf dan Hutan d E;
Sutidaknya dengan adanya gugus tugas ini, secara tidak langsung a
Llembagaan yang bertanggungjawab bagi pengembanga;(n péo?*anr:
Iitan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di lapangan, kendatipur
iwikndang kewenangannya masih sangat lf'rbntas. .Pendamlpmgalj-
punidampingan sebagaimana yang sudnl} dibahas di muka ‘lal':‘lPU‘ m
winiia pendanaannya dibiayai melalui skema program-program
donor, bukan program pemerintah.



Sebagaimana yang sudalh  disebutkan di muka, peran senl
pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa seharugy
melekat pada kelembagaan KIPH, bukan pada gugus tugas-gugus
dan lembaga swadaya masyarakat seperti yang disebutkan terdahi
dengan demikian pengembangan program Hutan Kemasyaraka
dan Hutan Desa bisa terstruktur dan menjadi bagian tak terpisahl
dari program kerja pemerintah pusat dan daerah, tentu saja termug
juga dalam hal dukungan pendanaannya. Sekarang yang terl
tidak demikian, pengembangan program Hutan Kemasyarakaj
dan Hutan Desa masih ditopang oleh relawan — yang dalam hal |
diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat dan gugus tugas y
ada di lingkungan Dinas Kehutanan. Maka tidak berlebihan kal
pencapaian target Hutan Kemasyarakatan yang sedikitnya 400
ha/ tahun sulit untuk diwujudkan.

Di DIY, proses pendampingan dan fasilitasi Hutan Kemasyarakalj
dan Hutan Desa juga memperoleh dukungan dari Balai Pemantap
Kawasan Hutan (BPKH), khususnya dalam hal perpetaan. Dukung
ini dipandang sangat penting mengingat urusan perpetaan daly
pengajuan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa seringkali menja

berjalan dengan lancer. Sayangnya belum semua BPKH yang terseby
di berbagai tempat di Indonesia memberikan dukungan terha _
pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan oleh kalangan lemba
swadaya masyarakat dan gugus-gugus tugas Hutan Kemasyarakaly
dan Hutan Desa yang ada di lingkungan SKPD. Terobosan jug
dilakukan WATALA di Lampung yang mencoba bekerjasama dengg
Uiversitas Lampung, memanfaatkan program KKN yang ada unty
memfasilitasi pengembangan Hutan Kemasyarakatan di tempal
tempat tertentu.

Pembiayaan

dan Hutan Desa yang selama ini sering menjadi bahan diskusi p
pihak baik di lingkungan Kementrian Kehutanan maupun Dina
Kehutanan adalah terbatasnya sumber dana yang bisa dialokasikap
untuk mendukung kedua program itu. Bahwa Hutan Kemasyarakata

N N PR T S Wy WP SRR IR Mempre. oy - st

E——

A Hutan Desa adalah sebuah terobosan sekaligus peluang besar
L bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan kerusakan hutan

i bumiskinan masyarakat desa hutan adalah hal yang suc%ah tidak
Maptikan lagi. Hampir semua pejabat Dinas Kehutanan di daerah,

stk juga jajaran pemdanya, menyatakan bahwa kedua program
| iiigat bagus dan perlu didukung bersama.

latipun demikian, komitmen itu nampaknya masih sebatas pada

Frin e :
t“ilmu.m politik semata, belum ditindaklanjuti sampai ke hal-hal

Liiin seperti dukungan sumber dana yang memadai. Di Kabupaten

Auinbok Barat misalnya, dari anggaran rutin Dinas Kehutanan yang

lwsir 4 milyar/ tahun, dukungan dana untuk pengembangan Hutan

P nanyarakatan rata-rata hanya 2 juta/ tahun. Minimnya dukungan
Wi dari pemerintah daerah ini, menurut pengakuan bebcrlapa
Asinimber, terutama disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang
Ivilin di daerah, sementara itu banyak program-program |1Il|1
~switi pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana,yang masih

aiiin lebih diprioritaskan. Maka tidak berlebihan kalau I-:vn.uull.ml di
fl;:lu ungan panitia anggaran di daerah, I—Iutar! KL'.n'u?HynruI\ul.un. ;..m
litan Desa harus dikalahkan demi memenuhi prioritas yang paling
Whinin yaitu pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fuiang, diprioritaskannya Hutan Kem_asyaraka tan dnn. ] lula'nI [?usa:
dilim penganggaran seringkali juga dlkfntkan .dr-:ngan dua hq .yl(:ni;?
s lama ini menjadi persepsi kalangan pejabat di d'c:.lerah, termasu . di
dilimnya para anggota dewan. Menurut persepsi mereka, 'pvrhmm,
bhitanan  masih  dipandang sebagai sektor yang kegiatannya
likisar pada tanam-menanam dan pemanenan kayu. Hutakn
I vmasyarakatan dan Hutan Desa yang lel:_uh mene_kankan pada aslfg -
Wjwk pemberdayaan masyarakat yang tinggal di dalF:llIl daq sekitar
litan adalah sesuatu yang asing dan cender'ung tidak dianggap
jwiiting. Kedua, alokasi anggaran seringkali dikaitkan dengan lbesaran
juiidapatan yang dihasilkan oleh program tersebut. Semakn:1 bes;r
“iitu program bisa menyumbangkan pendapaFan kepadakl aira 1
“winnkin diprioritaskan penganggarannya, sebaliknya semakin keci
julensi pendapatannya semakin tidak dianggarkan.

Balam kalkulasi jangka panjang, Hutan Kemasyarakatan dan I—quan
Desn sebenarnya memiliki potensi .pvmlapnlan‘l yang C‘Ukll,ll? b(.e&sr;
Hiususnya bila dikaitkan dengan |wn|n}',l?._11.m pvnp_luwlul'.n mnagyataka
pengelola, baik yang berasal dari hasil hutan kayu maupun non

RTmEae Y .
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kayu. Belum lagi kalau memasukkan potensi pendapatan dagl
penjualan karbon, maka boleh jadi Hutan Kemasyarakatan dan I
Desa adalah investasi yang strategis. Tetapi justru karena |
panjang itulah dalam perspektif para pejabat di daerah dipaig
tidak strategis dan beresiko tinggi. Apa yang mereka harapkan ¢
pendapatan yang bisa dipungut secara kontan dalam jangkia W
yang tidak terlalu lama.

Terbatasnya anggaran di daerah ditambah dengan terbala
perspektif kalangan pejabat daerah terhadap program |
Kemasyarakatan dan Hutan Desa membawa mereka pada pe

bahwa seharusnya pembiayaan kedua program itu dialokasikan ¢
pemerintah pusat. Meski di dalam PP 6/ 2007 sudah jelas dicantumy
bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan [}
bertumpu pada inisiatif daerah, mereka memandang bahwa klay
itu tidak cukup adil. Sudah seharusnya pelimpahan wewenang disg
dengan dukungan pendanaan, tanpa itu maka sudah dipastl
daerah tidak akan mampu mengembannya.

Selama ini, pembiayaan untuk pengembangan Hutan Kemasyaraki
dan Hutan Desa banyak dilakukan melalui skema-skema
pemerintah, baik melalui kerja sama langsung dengan Kemeni
Kehutanan (seperti yang dilakukan Kemitraan dengan dukut
pemerintah Norwegia), maupun melalui kerja sama tidak langs
seperti yang dilakukan oleh kalangan organisasi non pemerintah
banyak tersebar di berbagai tempat. Di Sumatera, Jawa, Bali, N
NTT, Sulawesi dan Kalimantan pembiayaan pengembangan Hu

Kemasyarakatan dan Hutan Desa terutama ditopang oleh

bantuan regional yang dinamakan Community Foundation (JAVLE
555, SAMANTA, SCF dan KBCF), disamping organisasi-organisl

non pemerintah lain seperti WARSI, DAMAR, SHOREA, TNC, OCS§
KHJL dan lain sebagainya. Sudah barang tentu skema pembiaya
yang datang dari organisasi-organisasi non pemerintah sebagaimaf
yang disebutkan di muka tidak bisa dijamin keberlanjutannya, old
karenanya pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan D
tidak semestinya hanya mengandalkan dari skema-skema pendana
semacam itu. Alokasi pendanaan dari pemerintah pusat d@

pemerintah daerah tetap saja diperlukan.
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i1 layaanmasyarakatdesahutanyang dilakukanmelalui program
il I emasyarakatan dan Hutan Desa dipanda.ng oleh sebagian
4 pejabat kehutanan di tingkat pusat, prop'»ir.lmldan kabupatenf.
i o Liagai program yang pro rakyat. Program ini chpa?ndang sebagai
ol il nyata dari pemerintah, dalam hal ini kementrian kehutanan,
4l (idak semata-mata memberikan manfaat'hl}.tan kepada para
djitiiinha besar, sebagaimana yang pemahte:q‘ad} d1' jaman O{'de BaruT
41 lolapi juga kepada kalangan masyarakat miskin yang tinggal di
it (lan sekitar hutan. Melalui program ini mereka sangat‘bgrhar'ap
b ionyelesaikan dua persoalan kembar yang s?lama ini saling
Mypengaruhi yakni kerusakan hutan dan kem1sk?nan masyarakat
4 hutan. Kalaupun masih ada sedikit kekhawatiran yang l*:vlum
wiihinya bisa dihilangkan adalah kemungkinan beralihnya
Blin kawasan hutan menjadi lahan milik, mengingat ja l'l}’,kill w.nk.l lrl.
yjian Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa sangat panjang, (A%
Wi Belum semua pejabat pemerintah percaya bahwa masyarakal
wpelola Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa akan benar Iwn.ul
Winatuhi peraturan bahwa mereka tidak akan I‘l“lt'n?‘,'llh.lh ,-.I..ulus.
il hutan menjadi lahan milik - satu persoalan lklumk yang .nlulnk
i imenjadi alasan para pejabat kehutanan untuk l'uink‘ memberikan
i masyarakat terhadap hutan-hutan yang ada di sekitarnya.

$ ol luwatiran itu langsung ataupun tidak telah menjadi s.1l.!h
i letapi bukan satu-satunya - faktor yang nu-m;hnmlml‘.I.-.|||.!
Jiembangan program Hutan Kemasyarakatan dm? Hutan I)c..sm 'Lll
Aipuing, Lombok, Kendari dan ]Ogjakz.irta. Para Pt!]'dha} kcl?u_tfl?_‘"_l
Wl (winpat-tempat tersebut terkesan masih sangat berhati-hati dalam

wenilorong  program Hutan Kemasyarakat?n L‘lar? Hutan Dma{
juekipun target-target telah ditetapkan, balk di tl.ngkat nabml:la
wipun regional. Mereka cenderung leb.lh tertarik menerapkan
priidekatan pilot project atau demplot fianpada memenuhi target
Lang sudah ditetapkan oleh Kementrian Keh'utanan. Apa yang
il di Jogjakarta bisa menjadi contoh: Di Daeral'} Ist1miwa
Juyfakarta, tepatnya di Kabupaten Gunungkidul, telah dlcatflang an
wieal seluas 4000 hektar untuk Hutan Kemasyarakatan. Sekitar 1000
liktar telah diterbitkan ijinnya pada tahun 2007,‘ bersama—sarlna
Avniggan penerbitan ijin Hutan Kemasyarakatan dl_ Lombok .dlarf m
| sinpung. Sisanya (3000 ha) sampai sekarang ‘maSlh belum je a;
imann depannya. Ketika dikonfirmasi, seorang pejabat Kehutanan di



propinsi tersebut memberik
tidak akan memperluas [ut
yang sudah memegang ijin pemanta
menunjukkan hasil.

an keterangan bahwa mereka e
syarakatan sebelum kelog
atan Hutan Kemasyarakatay!

Hal yang kurang lebih sam
kehutanan di Lampung,
menganggap bahwa pengembangan Hut
pendekatan target adalah sesuatu yang be
kurang tepat. Disamping persoalan a
manusia di daerah
bahwa lahan-

a juga disampaikan oleh
Lombok dan Kendari. Mereka samu
an Kemasyarakatan el
rat, untuk tidak mengu iy
nggaran dan sumber ¢
soalan tidak adanya jam|
kan jjinnya akan tetap
san hutan. Karena ity ;

yang terbatas, juga per
lahan yang sudah diterbit
dipertahankan fungsinya sebagai kawa
pejabat kehutanan di daerah pada u
program Hutan Kemasyarakatan dan
Kami tidak berani mengambil resiko,
suatu saatnanti terjadi hal-hal yang ti
fungsi lahan, kami pasti yang akan
Kami tidak mau menjadi korban”
dari seorang pejabat kehutanan di daerah,.

karena bagaimanapun kalau _
dak diinginkan, seperti terjad|y

1 atas dipandang sebagai hal yang tid
gingat sejak era reformasi bergulir, komitmg
yakni meningkatkan akg
sumber daya hutan yang ada
n dan Hutan Desa adalah maod;
desain oleh Kementrian Kehutana
at miskin dengan membuka aks
sekitarnya.

semestinya ada, men
Kementrian Kehuta
masyarakat desa hutan terhadap
sekitarnya. Hutan Kemasyarakata
pengelolaan hutan yang sengaja di
untuk memberdayakan masyarak
terhadap hutan-hutan yang ada di

nan telah jelas,

Terlepas dari persoalan kekhawatiran itu, seb
dibahas di muka, kendala lain yang dihadapi d
laju percepatan Hutan Kemasyarakatan d

agaimana yang suda
aerah dalam mendoron
an Hutan Desa adalal

B yang sangat terbatas - satu alasan yang dikt:_n]“].\“:]k:!:;:.llu];
lﬂ.u-|.|l il kehutanan di daerah. Dimata nwruka,:m a};mt:vl; };Deysa
By an program Hutan Kemf‘is.yarakatan dan ue;nerimah
Bl kan dari pusat, mengingat ini adalah program prl i
al Mengharapkan pembtayqan penyelengﬁarjal | lutan
Wiy arakatan dan Hutan Desa dari anggaran da_era adala Heaa
lwrat, disamping karena lasan keterbatasan juga ala;an a yu.
Wl mana Hutan Kemasyarakatan dan HuFan [_)esa akan r:zr;ltl:;h
Wiy imbang pendapatan daerah. Sementara itu di mata plin: s
il uudah seharusnya pembiayaan Hutan Kema.syara a anka[;h
Wi Desa dilakukan oleh pemerintah daerah menglngl;zlt me:*r.cil ,-.,kc.“
Wi bertanggungjawab secara ]angsgng terhadap nasi ma?‘;i;k;n
i niln di wilayahnya. Tugas pemerintah pusat hanya menyediakz
_tﬂ.il- an dan mekanisme penyelenggaraannya.

Wil ulur pusat-daerah dalam penyeleng_garaan prr.)‘gra:ln Illl::::;:

Sy arakatan dan Hutan Desa adal'ah realitas yang th .n‘;:‘,:ml .nlm :,- ‘

I ipkap dilapangan. Tarik ulur itu terkadang ]u.ga e I_]‘:: '| }m:'“ii

sirintah propinsi dan kabupaten/ kota, Sebagz?lm.dnt _?;.1 l}; ; “:. i

i 1 ombok dan Bali. Di Bali misalnya, para pejabat ll .ul.::;h]km
' |:|-in-.| mengambil kebijakan drastis untuk tidak menye t n;‘,}li : .];1 :
il Kemasyarakatan dengan alasan kekhz'iwanr_an :‘«(.[I‘:;‘I]‘ i l.}::nf:
Sl didiskusikan di muka, sementara itu plh'dl\‘ :nju‘] ;m
Laliipaten, khususnya Buleleng menganggap ba]“l:a. {(LBI;I t::;;nb()k

Wlilah sesuatu yang tidak memihkl.alasan cukup uaCi ¢ qekua;
'. Jubat kehutanan di tingkat propinsi merasa telah men Ofmjbdim e
t:u.q-,.n agar kabupaten/ kota segera l?'lengalo‘kasnkin ptu:;ai ;e_f;u]]
Ulifan Kemasyarakatan di wilayah masing-masing, f:l Tmi np‘rinlkan
fiil belum ada tindak lanjutnya. “Kami dlpI'OpI'IlSI suda oy ilota i
“ial edaran ke semua Dinas Kehutanan dl” kabupa en e"abat
atinya bola sekarang ada di tangan mereka”, ujar seorang pej

Lilutanan propinsi di Lombok.

I vlnmbanan perkembangan Hutan Kemasyarakatan c(;lan Hl:;al’:g( ]:3:]3:1?-
swatingguhnya tidak semata-mata_a disebabkan oIehlfl da_myranbarkan s
witura pusat dan daerah sebagaimana yang suda iga pparkan di
mitka. Tarik ulur antar Direktorat JCI'IdI‘..‘I‘ﬂ]. d.l Kemerlffrlan o n
jupn sering kali menjadi kendala ll‘l'..‘_-}t.‘l'll:lll‘l. Strbagalic\onro Gaah
[-lflll*. ulur antara Ditjen I’Iannlng:. Kehutanan ‘Ltll.'lgjan] j_-,h].m
'engelolaan DAS dan Perhutanan Hnmtﬂ dalam hal f|11|.~.a|‘|li}:c.‘:;] Lk:.\:-ia
yang sering kali menjadi kendala bagi proses penetapan areal ke

0 . ON 0 ll[
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H
! 82;?;1 kllfzmasyarakatan dan Hutan Desa. Tidak
sus menangani perijinan Hutan Kemasya:u

De jadi
sa menjadikan kelambanan itu semakin terasa
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HUTTAN HAKYAT DI INDONESIA:
Tinjauan Aspek Sosial, Kebijakan dan Tenurial

PENDAHULUAN

utan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar, baik ¢
Hsegi populasi pohon maupun jumiah rumah tangga yi

mengusahakannya, yang ternyata mampu  menyedial
bahan baku industri kehutanan. Hutan rakyat adalah hutan v
tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik (UU No. 41 tal
1999). Definisi ini diberikan untuk membedakan dari hutan neg;
yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak m
_ atau tanah negara. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun Vil
o | lalu diusahakan dan terbukt sangat bermanfaat, tidak hanya b
pemiliknya, tapi juga masyarakatnya dan lingkungannya. Sekalip
demikian pada awalnya keberadaan dan peran hutan rakyat kurg
mendapatkan perhatian oleh para birokrat, peneliti maupun ilmuw
padaumumnya, hingga adanya temuan hasil penelitianIPB pada
1976 dan UGM pada tahun 1977 tentang konsumsi kayu pertuka
dan kayu bakar di Jawa yang ternyata sebagian besar disediakan ol
hutan rakyat. '

napa kerja. Pada umumnya rata-rata pemilikan/ penguasaan lahan
lilan rakyat setiap petani tergolong sempit. Sehingga sebagian besar
pa kerja yang digunakan untuk mengelola lahan 'hl‘ltal'l rakyat
slalah dari anggota keluarga sendiri. Meskipun demikian dengan
linya pola pengelolaan yang lain dan menganggap lahan sudah | i
njndi aspek investasi, maka pola pengelolaan hutan rakyat dengan | s
lvm kerjasama melalui bagi hasil. i

Wlam sistem usaha hutan rakyat, ditemukan adanya lingkungan
My, mempengaruhi sistem tersebut. Lingkungan yang dimaksud
liri dari penyediaan sarana produksi (bibit, pupuk, alat-ala!-
fiduksi pertanian dan teknologi), masyarakat setempat sebagai
limber tenaga kerja (buruh), konsumen industri (pengqlah kayu),
Bhsumen akhir, sistem pasar, kondisi makro ekonomi, sosial-budaya,
#hnologi. Kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), yang merupakan
jjkungan eksternal yang dapat mempengaruhi usaha hutan ra kyat,

gempat sub sistem dalam sistem usaha hutan ralfyat (}’!.I.‘(}di.lk.‘ii,
Wi olahan, pemasaran dan kelembagaan) tersebu.t saling bz:rmtc'rakui
Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimy il dengan yang lain guna mencapai tujuan sistem. Sub sistem
| iluksi akan mempengaruhi sub sistem pengolahan, sub sistem
Binasaran dan sub sistem kelembagaan secara timbal balik, I’ada
Pliyataan di lapangan, setiap sub sistem ini dapat diperankan oleh
lhak yang berbeda satu dengan lainnya. Dengan terpisa hnya pelaku
nm’nj.;--masing sub sistem berarti sekaligus menunjukkan bahwa
laha hutan rakyat mencakup berbagai pihak elemen masyarakat.

nasional. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukka
hitungan potensi hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan
industri pengolahan kayu. Keyakinan tersebut semakin bertamb
sejak disadarinya terjadi penurunan potensi hutan negara secara pa
baik yang berasal dari hutan alam maupun tanaman. Pemahaman d

keyakinan itu sepatutnya disyukuri yang diwujudkan dalam b i luruh faktor-faktor penting yang terkait terhac}ap masin.g-maf'iing i T
perhatian dan langkah tindak yang mengarah kepada peningkal lib sistem tersebut pada dasarnya rr.)erupakan. input bagi ma}s;’ng— il
kinerja usaha hutan rakyat, yang selama ini telah diusahakan o bing sub sistem, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor -

igkungan. Salah satu contoh faktor kunci input bagi sub sistem
Produksi adalah ketersediaan bibit yang baik, sedangkan sub sistem
Ingolahan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku (kayu).

TINJAUAN ASPEK SOSIAL pempat sub sistem tersebut baik secara langsung ataupun tidak

hpsung dipengaruhi oleh pemerintah, masyarakat penyedia tenaga‘
t'u.n, konsumen pohon sebagai bahan baku, konsumen akhir, kondlsf
lingkungan makro seperti makro ekonomi, sosial budaya, teknologi
Mrta pemerintah pusat dan daerah.,

Keberhasilan sistem usaha hutan rakyat dalam mencapai tujuannya -
Mingat  tergantung pada kinerja setiap sub sistemnya dalam

Berdasarkan tinjauan aspek sosial, keberadaan hutan rakyat |
Indonesia mengalami dinamika perubahan. Aspek sosial yang palit
menonjol adalah sisi penyediaan tenaga kerja, tingkat kesejahter
petani hutan rakyat, interaksi dan hubungan masyarakat dengg
sumberdaya hutan dan lahan. |

Hutan rakyat di Indonesia memberikan manfaat dalam penyediaal
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imiliki : i ' a us an re i masyarakat. Seluruh kegiatan
memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan faktor input laingy hil-mnlv.m}‘,nya usaha hutan rakyat di masyarak: I

Lo ' . ; . : - . t at bantuan
serta harmonisasi interaksi dalam pembentukan sinergi antar iy berupa pmgram_p&mermtah, pﬂda_um;:mq}’;_b:rn‘iiahli swadaya
sistem serta kemampuan beradaptasi terhadap pengaruh faktor-ful i) walaupun masih "Ter“})akan Saglem Rl Tk & At
lingkungannya. wiyarakat yang telah dlker]akarmya_ §elama ini. Lokasi o

Binaman pohon pada setiap lahan milik, terletak pada lahan kering

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa usaha hutan rakyal
merupakan usaha yang turun temurun, serta dalam kenyataany
melibatkan banyak sektor terkait (kaitan ke belakang maupuin
depan), maka usaha hutan rakyat ini tidak mengganggu usaha [y
tetapi justru dapat menjadi pemicu kegiatan pada berbagai sckd
lainnya.

hn.m sistem budidaya campuran dengan berbagai jenis tanaman.

*iulmn rakyat merupakan budidaya pertanian turun-temurun di

B dosa yang telah berlangsung sejak puluhaI} tahun yang lalu. -
Hulan rakyat dalam pemahaman mereka berarti sebagai sumberdaya
wiy bisa bermanfaat bagi pertanian secara umum dan dalam | ‘
Prakick kehidupan sehari-hari. Dengan pemilikan lahan yang sem r.ll[’
Wik dalam konteks pertanian/budidaya hutan rakyat tldallc r.dlkvnal‘
Shlem monokultur tetapi berupa kebun campuran. Kompnms'l seperti
i naling melengkapi baik dari segi ekologi maupun ekmmm.:.‘ ‘

+ wiona budidaya hutan rakyat merupakan kebtasa‘ap tll.r'll.l‘hll‘ll m_”. un
i o para petani sudah terbiasa melakukan.rehablhtam (ii'll..lf'n .?l ti
slinp pemanenan komoditi yang ditanam ‘dl atas l;flhan |n||||~.‘n¥.||.
st disusul dengan penanaman kembali. Hal ini sudah .nu..npu i
buliasaan masyarakat karena mereka telah merasakan ha:»'l.ll yalnlg
dipwroleh dari budidaya hutan rakyat. Pengelolaan huta?n mkyn
Iinebut sampai saat ini praktis tidak ada perubal}an baik d:tln]a.u
duil segi manajemennya, teknik budidaya sampai pemasarannya.

Hutan rakyat yang diusahakan langsung oleh pemiliknya ta
harus mendatangkan pekerja dari wilayah lain dipicu oleh sempily
pemilikan lahan. Begitu pula berbagai kegiatan yang timbul aki|
adanya hutan rakyat seperti penebangan, angkutan, pengolahan hy
pemasaran hasil, hampir seratus persen dilaksanakan oleh tenaga ke
setempat menurut keahliannya masing-masing. Sehingga di beberyl
wilayah telah tumbuh tenaga-tenaga profesional dalam penanamy
penebangan, angkutan, industri pengolahan kayu, dan sebagainy
Dengan demikian di seluruh wilayah tenaga kerja yang terlibat dalg
usaha hutan rakyat seluruhnya berasal dari daerah setempat.

Mengingat sempitnya penguasaan lahan tersebut, maka
umumnya semua lahan kering, ditanam berbagai jenis tanamg

Slilem  pengembangan usaha hutan rakyat melibatkan banyak
yang membentuk multisrata untuk memenuhij kebutuhan hidupny,

pihalk yang terkait dan bersifat komplek., karena i"ru usahalhulta!*;
Jubyat tersebut telah membentuk suatu sistem. Dari b.eber.apa -I.m.SI
junelitian menunjukkan bahwa usaha hutan rakyat meliputi kegia téﬂ
wnanaman, pemeliharaan pemanenan, pengolahan dan pemasaran
il hutan dari petani kepada konsumennya._ Keselurghgn keglflt.]’;ll“l
Winebut pada dasarnya merupakan sub-sub sistem dari sistem usa 1;:
Iitan rakyat, yang dipandang memiliki tujuan terutama _unltu.
meningkatkan pendapatan petani dan penggerak kegiatan lain-lain
vang memiliki keterkaitan baik ke belakang maupun ke depan.

di banding budidaya komoditi lain. Berkaitan dengan hal terseby
maka agroforestri selalu menjadi pilihan sebagian besar masyaraki
di hutan rakyat. Namun demikian, wujud hutan rakyat menug
undang-undang dimana luas minimal 0,25 ha dapat ditemui padl
pemilik-pemilik lahan diatas rata-rata, dimana mereka termasu
dalam kelompok kelas pendapatan menengah ke atas.

Hampir seluruh kondisi di hutan ra kyat, usaha menanam pohon bely
merupakan aktivitas yang memerlukan perhatian khusus, dengan kal,
lain masih merupakan aktivitas sampingan dalam praktek kehidupat
sehari-hari. Sebagian besar usaha hutan rakyat dilakukan atas inisjat|
sendiri, walaupun tidak dipungkiri adanya program pemerintal
seperti proyek penghijauan, sengonisasi, turut memberi andl

TINJAUAN ASPEK KEBIJAKAN

Febijakan Pemerintah terhadap Hutan Rakyat baik status hukum
hiitan rakyat maupun keterlibatan rakyat dalam pemanfaatan HuFan _
Mogara sudah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, yaitu:
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tara iR
Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 lahun 1999, by 'emerintah banyak mengatur hubungan hukum an 1%

Aeiian rukyntturkaitdenganpemanfaatanHu;m;hf&ilsul:;:zi i s .._.'. }
sbagaimana diatur dalam Pasal 5 Ketentuan Poko Hanan i
4 1 Luhun 1967 dan Pasal 4 Undang-Undang Kehutanan | nor
Wi 1999, Hutan rakyat berupa pemapfaatan hutan nigalr? ?Etan
| lorann rakyat atau masyarakat di dalam dan sekitar :alin

dikenal dengan banyak nama, salah satu nama yang paling
b digunakan adalah Hutan Kemasyarakatan.

Dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Nomor 5 Taly
pada Pasal 5 diatur Penguasaan Hutan, dimana “Semua I
wilayah Republik Indonesia termasulk kekayaan alam yang e
dalamnya, dikuasai oleh Negara”. Hak menguasai Negara tersel
bentuk, yaitu: 1) Menetapkan dan mengatur penggunaan i
Mengatur pengurusan hutan, dan 3) Menentukan dan e
hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukumy
hutan. Dalam konsideran Undang-Undang Kehutanan Noy
Tahun 1967 ini sudah diatur hubungan hukum antara hutan
kebutuhan umat manusia secara keseluruhan dan kesejahteraan |
Indonesia terhadap hutan secara lestari,

jban Pemerintah untuk hutan rakyat dari.pen‘.tanfaatan hl..l;::lsl

untuk rakyat Indonesia telah mengalami per].alz‘mank ﬁa-rjlk.]f; |
luma, Pada tahun 1991 Pemerintah mener.bltka? e ;: l‘?“;,k . |
wlolaan hutan negara untuk rakyat Indonesia da‘.aﬁw . _t;r o
Wi Kemasyarakatan (HKm) melalui Keputusan Ment(:.‘.l_l |..(1)||:|1.(| m,'l ,
Wi 1991, dimana Pemerintah memperkenamarjl pmgra.t;:l[ j ,m..‘,.i-;
swhagai tugas pokok para pemegang konsesi hutmr i Ir:: ’(H H.i ';;
i Mulau _]aWa dan Madura. Pada tahun 19?5, kebija cu"u i )m;
isempurnakan menjadi kebjjakan I?embmaan Ma‘?g(;l;a[];o .-,..{m
i (PMDH) melalui Peraturan Mente:n No. 69 tahun 1 k -.1tct,:~,(“t
Wit dibuat untuk mengurangi konflik antara pendqc ul s: 10“1'; :
ih para pemegang konsesi hutan (HPH) denga_lnklj;.e;: ]L( g L:
Bibinoan nnisyarakat desa di dalam dan seklte.\r a1iea e glisaqi{(a\n
u. Selanjutnya masih di tahun 1‘995, Pemermta ;lmereK u;u;,.an
.- fukan Hutan Kemasyarakatan ini melalui pener 19‘(;;1 eputus
ilorl Kehutanan Nomor 622/ Kpts-11/1995 Tahun 1995.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 pada M
mengatur pemilikan terhadap hutan ada dua, yaitu: Hutan N
dan Hutan Milik. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di aty#
milik yang selanjutnya menjadi dasar hukum untuk hutan rakyi

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pacda
4 diatur Penguasaan Hutan yang isinya sama dengan Kelen
Ketentuan Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 pada
Dalam konsideran Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun

ini lebih banyak ditekankan manfaat hutan untuk kemakmuran i
Indonesia.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pada Pas
mengatur status hukum terhadap hutan ada dua, yaitu: Hutan
dan Hutan Hak. Hutan Hak adalah hutan yang tumbuh di atas (i
yang dibebani hak atas tanah. Hutan Hak ini sama dengan Hi
Milik pada Unda__ng-Undang Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967
menjadi dasar hukum untuk hutan rakyat.

it tahun 1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan kebrlr}a}lja]r:
ilusan Menteri Kehutanan Nommf 677 /Kpts-11/1997 516212:/
W menggantikan Keputusan Menteri Kehutangn N()]?;)r k_
Pu-11/1995 Tahun 1995. Kebijakan ini memungkmkank e O;HJEJ 4
Iill'llj‘lllx' masyarakat menerima hak un;_lilkk rnle:,manfl:c;all:1 aa;n Huctan
cbagaim: i 1 sebagai Ha enge _
ian  sebagaimana dikena | ‘ .
boinisyarakatan (HPHKm) atau ljin T’engelolaatn kHutanE.ml;gi}[ilii
A setempat diberi ijin untuk mem atka
Libljakan ini, masyarakat setempa . ' ) )
| :’b‘ljl J.m hasil-hasil hutan bukan kayu. Pemerintah juga rp.{l;rancl’migt
Sl sistem untuk menyediakan kredit agar masyarakat }]—V)Ell;lg elrr_r;lﬂ:i
i it usaha berbasis hasil hutan. Dalam hal ini,
[ 'mbuka unit-unit usaha berbasis las :
l:lﬂl""i; I1 [ I 'l’l‘ILl Pemerintah mempromosikan hutan rakyat sebagai salah blintu -
s -~ : : = ew {
pendekatan untuk meminimalisir degradasi lahan dan meningkatkan

Berdasarkan status dan hak pemilikannya, maka Hutan Ra y
sudah diatur dalam peraturan perundangan kehutanan Indor
baik dalam Ketentuan Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 dj
Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Kebijak
Pemerintah relatif tidak banyak dalam mengatur hubungan huku
terkait dengan Hutan Milik atau Hutan Hak ini karena sudah
hak dan kewenangan rakyat selaku pemilik sah. Peran Pemerinta
lebih banyak sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolag




kesejahteraan rakyat.

Sosial baru melalui Peraturan Menteri Nomor 1 /2004 Tahun 200
Sampai akhir 2004, Menteri Kehutanan mengeluarkan lima kebijaki
prioritas, dimana salah satunya berkaitan dengan pemahaman lu|
tentang hutan rakyat: “Menjadikan proyek-proyek hutan rakyat sebag
kebijakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalg
dan sekitar hutan”. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasi k
Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, dengan menyeh
dua tugas pokok, sebagai berikut:

* Pada Pasal 30 diatur bahwa para pemegang konsesi hutan

seyogyanya bekerjasama dengan masyarakat lokal di sekitar
hutan; dan

* Pada Pasal 42 Ayat 2 diatur bahwa rehabilitasi hutan dan
lahan harus melakukan pendekatan partisipasi dalam rangka
memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan

pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam ran ek
memperbaiki kapasitas kelembagaan masayarakat dalam pemanfaata
hutan (Pasal 51). Kemajuan pengembangan proyek-proyek hu [
rakyatini, melalui PP Nomor 34 /2002 masih relatif lambat. Berdasar Q
data Pemerintah pada tahun 2004 hanya 17 hutan rakyat baru yan
dihasilkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya diterbitkan Peratura
Pemerintah Nomor 6/2007 Tahun 2007 sebagai perbaikan PP Nomg
34/2002 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 /2004 yanj
memberikan peluang pembangunan hutan hutan rakyat yang lebil
luas di Indonesia. Pengelolaan hutan kemasyarakatan saat ini telal
dipraktekkan dengan empat cara, yaitu: 1) Hutan Desa, 2) Kemitraan
3) Hutan Tanaman Rakyat dan 4) Hutan Kemasyarakatan.

W—

Bordasarkan PP Nomor 6/2007 unit pengelolaan hutan dapat
Ailirikan di wilayah Pemerintah Daerah untuk mengelola kawasan
hiulan tertentu yang terletak di satu atau lebih wilayah administratif
{licamatan). Hutan-hutan yang ada dialokasikan untuk hutan rakyat

Widasarkan PP No.6/2007 adalah hutan yang terdapat “di wilayah

biijn hutan kemasyarakatan” yang diberikan kepada koperasi atau
bulompok masyarakat. Tjin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu
‘alm-hnl IUPHHK) selama 35 tahun dikeluarkan oleh Bupati (Kepala

Vinerintah Kabupaten), atas dasar rencana pengelolaan hutan yang

whin dikembangkan oleh Dinas Kehutanan setempat. Wilayahnya

ipat diambilkan dari hutan produksi maupun hutan yang dilindungi
i harus bebas dari ijin-ijin atau IUPHHK lain. Masyarakat diberi

Wil untuk memanfaatkan sumberdaya hutan, namun bukan diberikan

sbigai hak milik. Masyarakat juga boleh melakukan skema kerjasama
Bl mengakses sumberdaya hutan yang dialokasikan untuk para
peinilik IUPHHK. Praktek-praktek pengelolaan hutansecaratradisional

Wi menurut adat boleh diakomodasikan dalam kegiatan-kegiatan

by dilaksanakan di wilayah kerja melalui proses perencanaan
Piilisipatif. Dengan proses ini, para pemangku kepentingan, |t'l'_1')1,l.‘ill}\
Pt tokoh masyarakat, berpartisipasi dalam mempersiapkan
pWiencanaan kehutanan. Pada tahun 2007 juga, Menteri Kehutanan
in--ny,vluarkem kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)
Nomor P. 37 /2007 tentang Hutan Kemasyarakatan/HKm. Permenhut
Nomor P. 37/2007 disertai petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur
ik memperoleh hak-hak hutan kemasyarakatan, termasuk rincian
pioses perijinan dan pemberian ijin usaha pemanfaatan pengelolaan
Wlan  kemasyarakatan (Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan

B lutan  Kemasyarakatan/TUPHKm). Prosedur yang rumit untuk

emperoleh hak-hak HKm yang dipersyaratkan oleh Permenhut itu
Wlah membangkitkan keprihatinan kalangan masyarkat sipil yang
Menganggap bahwa hal itu hanya untuk organisasi yang telah mapan
an untuk masyarakat yang didukung oleh finansial yang kuat yang
hampu memperoleh hak-hak HKm.

Berkaitan dengan verifikasi dan pelacakan asal-usul atas kayu di areal
Hulan rakyat, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan dua kebijakan
lontang EO\-’\-’aiiban melakukan sistem verivikasi kayu di hutan
fkyat, yaitu: Permenhut Nomor P. 51/Menhut-11/2006 dan Nomor
I 55/Menhut/2006 Tahun 2006. Sedangkan regulasi tentang Surat
Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) diatur melalui Permenhut Nomor

Tinjauan Aspek Sosial, Kebijakan dan Tenurial
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ok tenurial pada saat ini di Indonesia,
! l-trll'l .Iulr'ntnilikun \'nnuﬁ atau sertifikat. Dalam Perkembar\'ga.m_'l}’a;
Y ; ‘uil:‘-t-l'.- sosial, bahwa kepemilikan hutan rakyat s.aat 1?;slilli§n
! fanalinya yang murah untuk.d’lbeh danpadaa ai’?u' i Y
Bnkyat. | yalam skema kepemﬂ}kan ada?2 maclam Ye er-tipini "
L nilik yang pemiliknya ada di desa, status la "laI;aSk pat ke depan
S memudahkan dalam pengembangaﬂ hUt?nh )’;ara investor
. kolaborasi yang dapat dibangun ada'a.l an o
R lengan pemilik tanah. Kedua, Lahan milik yang pemilikny
_ I, ¢ l I;}:tl ' Ehtus lahan ini kondisinya biasanya berupa alang-
e -‘ T ’ -;e:neliharaan dari pemiliknya karena jaul}r'ly?\ Jolasl
i tanpa "ffkf‘l :2 enanganan untuk kasus lahan seperti ini adalah
o o :;]']l:-ltllszmpniasyarakat lokal untuk menggarap tanah tersgb_l;t
.' T;::;: Ilwrtmi\;ktif dengan mekanisme kemitraan antara pemilik,
li'.l‘.l-u ap dan investor serta pemerintah desa.

Perkembangan kebijakan Pemerintah terkait dengan pe)
Hutan Rakyat (Hutan Kemasyarakatan) di atas menunjukkaiy
sejak terbitnya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tl
terjadi perubahan paradigma pengelolaan hutan dari hak peny
hutan kepada perusahaan swasta besar menjadi hak pune

hutan kepada rakyat atau masyarakat di dalam dan sekitar ki
hutan negara.

TINJAUAN DARI ASPEK TENURIAL

Tinjauan dari aspek tenurial dalam konteks pengelolaan |
rakyat sangat penting. Dengan karakteristik yang khas, hutan i
dicirikan dengan dibudidayakannya jenis-jenis tanaman i
panjang yang membutuhkan kepastian lahan jangka panjang |
Apabila tidak ada kepastian penguasaan lahan, maka insentif W
menanam pohon menjadi sangat lemah, mengingat hutan 1
merupakan strategi usahatani dalam jangka panjang. Investasi §
dilakukan dalam pembukaan lahan dan penanaman pohon i
dinikmati dalam waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu diperi

i melihat kondisi tersebut, kiranya status lahauj limg la.\llil':l;
B ter but di atas dapat ditingkatkan dengan bukti kepemi o
“HIHI:“\ 11111 masalah penyalahgunaan dan sengketa tanah dipatt
-': ::: nln ‘n: : l'l\{n}:. Kepastian status lahan bagi pengembangan hutan rakya

kepastian pengusahaan lahan dan pohon untuk memberikan ja
kepada petani untuk menikmati hasil panen. Kejelasan wilayah kel
masyarakat merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya hul
rakyat di Indonesia. Menurut Lindsay (1998), elemen-elemen dal
kepastian tenurial adalah (1) kejelasan substansi hak; (2) kepasil
hukum atas hak, dalam arti bahwa hak tersebut tidak dapat diaml
atau diubah secara sepihak ; (3) jangka waktu berlakunya hak y
memungkinkan pemegang hak mendapatkan manfaat;(4) penegaki
dan perlindungan hak terhadap pihak lain terutama negara; (5)
bersifat eksklusif, artinya pemegang hak dapat mengeluarkan i
mengontrol pihak luar yang memanfaatkan tanah dan sumbedaya; (§
pemegang hak diakui oleh hukum sebagai badan hukum yang dapi
melakukan aktivitas dan melindungi haknya; (7) aparat pemerintal
yang memberikan atau mengakui hak itu mempunyai posisi i
kewenangan yang sah dan tepat; (8) secara nyata masyarakil
pemegang hak dapat melaksanakan dan mengambil manfaat dag
kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup hak-haknya.

Berdasarkan beberapa penelitian skema dalam pengelolaan hutan
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meningkatkan ketersediaan informasi dan data serta mempermul
akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dal
mendukung kepastian status perlu dibangun forum dialog, baik
daerah sendiri antara masyarakat den gan pemerintah daerah dan ant
masyarakat sendiri, khususnya untuk memperjelas dan menetaphy
kesepakatan antar pihak dalam rangka optimalisasi lahan uniy
membangun dan mengembangkan hutan rakyat.
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uliskan definisinya yang begltu de
satu sisi, pemahaman tentang Kehu
tidak terkecuali pada konteks defini
juga terjadi silang pandangan hingga saat in
lainnya kita perlu mengkritisi terlalu lamanya
dibutuhkan terutama oleh Pemerintah dan jug
untuk merealisasikannya.

Jika hal tersebut tidak dicarikan solusinya, maka tic :

entuk-bentuk pemanfaatan lahan lainnya yang lebih
traktif dan bermanfaat Rupanya mesk1pun sudah




